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MOTTO

Ol a8 1 B8 L
(QS. al-Qasas ayat 19)
oSSy g el L ) (SSY
(Mahfudzot)

Dengan Ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan
agama hidup kan terarah.

Hiasilah kedua tanganmu serta jari-jarimu dengan gelang tawadhu dan
cincin ukhuwah.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan
berjalannya waktu, tapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus
mengubah diri kita sendiri.

I was one the most stupid ...
But with a strong desire, always make themselves more valuable in front

of people

Succes it is not the position you stand, but the direction in which you
look.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10
September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa
penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba b be
-
- ta t te
[
& sa $ es (dengan titik di atas)
jim j je
c
c ha h ha (dengan titik di bawah)
. kha kh ka dan ha
C
R dal d de
3 7al z zet (dengan titik di atas)
ra r er
J
. zak z zet
J
sin S €s
(S
. in S es dan ye
i sy y Yy
e sad $ es (dengan titik di bawah)
2 dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)

1X




L za z zet (dengan titik di bawah))|
¢ ‘ain v s koma terbalik ke atas
: gain g ge
C
U fa f ef
) qaf q ki
4 kaf k ka
J lam 1 el
mim m em
(
O nun n €n
wawlu w we
J
N ha h ha
. hamzah ' apostrof
a y ¢
& y d
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Tanda Nama Huruf latin Nama
o Fathah a A
—_— Kasrah i I
-— damah u U




Contoh: &£ - kataba &bds - yazhabu
g  -fa‘ala Je —suila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
S— Fathah dan ya ai adan i
& Fathah dan au adanu
2 wawu
Contoh: CiS” - kaifa J}-i‘- — haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
coh g fathah dan alif a d dai) gaits O
atas
47_ kasrah dan ya I i dan garis di
atas
dammah dan ] u dan garis di
s wawu atas
919]
Contoh:
JB - gala I8 - gila
*)- rama J s — yagitlu



4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah /b/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ra marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

contoh:
Jub Y1 Loy, Raudah al-Atfal
o ,;ll R al-Madinah al-Munawwarah
doel Talhah

S. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Lfv - rabbana

Jj'i — nazzala
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J), namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya,

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:

Jor)l - al-rajulu
ol - al-galamu

7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu

terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.
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Contoh:

Hamzah di awal Js1 Akala
Hamzah di tengah 0o ta’khuzina
Hamzah di akhir ol an-nau’u

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

e ob & Oly : wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
Oy JSJI 1ydgls : fa aufu al-kaila wa al-mizana
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ABSTRAK

IMPLEMENTAS] MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN KONFLIK
BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010)

Oleh : Anggita Isty Intansari
Pembimbing : Dr. Ridwan, M. Ag

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan
didasarkan pada ketentuan Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg, yang dipertegas dalam
Perma Nomor: 1 tahun 2008, yang mewajibkan Pengadilan untuk mendamaikan
para pihak yang bersengketa sebelum memeriksa pokok-pokok perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ' mediasi, dan
efektifitas mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani di Pengadilan
Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif, yang sumber datanya diperoleh melalui observasi langsung dan
wawancara dengan hakim, para pihak yang pernah menyelesaikan konflik di
Pengadilan Agama Purbalingga ataupun beberapa praktisi hukum agar
mendapatkan data-data yang terkait dengan mediasi. Data-data hasil penelitian
dianalisis dengan menggunakan penelitian yang bersifat analisis deskriptif dan
analisis SWOT.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam
proses beracara di Pengadilan berlaku untuk semua perkara perdata, efektifitas
mediasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Purbalingga masih
sangat minim, terutama dalam permasalahan Perceraiain jauh dari tingkat
keberhasilan jumlah jenis perkara Cerai Gugat dan Cerai Talak. Lain halnya
dengan perkara-perkara yang jarang masuk seperti waris, hibah dan sengketa
ekonomi.

Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung
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ABSTRACT
IMPLEMENTATION OF MEDIATION AS CONFLICT RESOLUTION
UNDER PERMA NUMBER 1 OF 2008
(Case Studies in Religious Courts of Purbalingga 2009-2010)

By: Anggita Isty Intansari

The integration of mediation into the court proceedings based on
the provisions of Article 130 HIR / Article 154 RBg, which is
emphasized in the Perma Number 1 of 2008, which obliges the Court to
reconcile the disputing parties before examining the case subjects.

This study intend to understand the application of mediation, and the
effectiveness of mediation in Conflict Resolution is handled by Religious Courts
of Purbalingga in 2009-2010.

This study is field research which is descriptive, the source of the data
obtained by observation and interviews with hakim, the parties never solve the
conflict in PA Purbalingga or some lawyer in order to get the data associated with
the mediation. These data were analyzed using the results of research studies that
are descriptive analysis and SWOT analysis.

The conclusionis integration of mediation into the proceedings
in the adjudication to all civil cases, the effectiveness of mediation in the
settlement in a religious court purbalingga still very lacking, especially in
separation that far from the level of success, unlike the case of
inheritance, thegrant and economic disputes. '

Keywords: Mediation, the Supreme Court Regulations.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan hidupnya ditentukan oleh sikap dalam
memandang segala sesuatu. Pengamatan terhadap kehidupan manusia
menunjukkan bahwa di dalam diri manusia terdapat naluri self preserfasi,
yaitu naluri dalam dorongan hati yang ada semenjak lahir (insting).' Naluri
self preserfasi dalam realita kehidupan sehari-hari selalu berhadapan dengan
atau dihadapkan pada berbagai problematika yang mengancam diri manusia.
Karena manusia memiliki naluri self preservasi, maka setiap manusia
terdorong melakukan berbagai usaha untuk menjauhi atau menentang dan
mengatasi problematika yang dihadapinya. Segala sesuatu yang dibutuhkan
manusia untuk mempertahankan keberadaannya sering dikenal dengan
kebutuhan atau kepm:xtingau:n.2

Kebutuhan atau kepentingan yang melekat dalam diri manusia perlu
diatur, baik itu aturan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat ataupun
aturan yang bersifat mengikat (hukum/ recht). Hukum berfungsi sebagai
norma kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut

hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur, serta sebagai patokan sikap

' Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ttp: Gita Media Press, 1),
him. 547.

? Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia
Modern, (Bandung: Refika Aditama, 2007), him. 2.



tindakan yang pantas dalam kehidupan bermasyarakat.’ Hukum dapat
dijadikan rujukan manusia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara
mereka.

Dalam prespektif hukum Islam, konsep penyelesaian persengketaan
disebut dengan istilah sulhu’. Al-Qur'an sendiri memaparkan konsep atau
model penyelesaian permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam surat
an-Nisa’ ayat 62°, 90°, 917, 114° dan 128°, surat al-Anfil ayat 61'° dan surat
al- Qasas ayat 19'!. Sedangkan ayat al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci
berkaitan dengan penunjukan seorang mediator dalam proses penyelesaan

sengketa dalam keluarga yaitu dengan menunjuk seorang penengah dalam

% Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar llmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
him. 22,

* sulhu adalah perdamaian.
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pemecahan permasalahan yang dihadapi, yaitu al- Qur'an surat
an- Nisa ayat 35.
T o Gl 0 LS5 gl 03 LSS 18008 L B 3 o
ot Ul 08 8Ty L 8 i el
Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi Maha Mengenal®.

Mediator yang dimaksud dalam ayat di atas adalah dengan menunjuk
seorang hakam diantara kedua belah pihak. Penyelesaian melalui penunjukan
hakam dalam dunia peradilan populer dengan sebutan penyelesaian melalui
nonlitigasi. Dalam praktek peradilan dikenal 2 (dua) macam mediasi, yaitu
mediasi di luar dan di dalam Pengadilan. Pembahasan yang dimaksud penulis
merupakan suatu mediasi di dalam ruang lingkup Pengadilan ( court
connected mediation ).

Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di Pengadilan pada
dasarnya memiliki asas fleksibelitas,”’ harus dilakukan dengan sederhana,
cepat dan biaya ringan.'"* Akan tetapi, dalam realitas sebenarnya ditemukan
hal yang sebaliknya, sistem peradilan yang kurang efektif dan kurang efisien.
Penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu lama, proses yang bertele-

tele dapat dilakukan upaya hukum berkepanjangan, mulai dari banding, kasasi

2 Departemen Agama Rl, Al-Qur'an dan Tafsirnya, jilid 11, ( Proyek
Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1983/ 1984), him. 162.

' Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Mahkamah Syar “iyah di Indonesia, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), him. 8.

4 Pasal 2 ayat (2) No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.



dan peninjauan kembali. Setelah putusan berkuatan hukum tetap, eksekusi
dibenturkan lagi dengan upaya hukum verzet'’. Padaha! masyarakat pencari
keadilan membutuhkan proses peradilan yang cepat. Melihat kondisi di atas
dalam hal penyelesaian sengketa perdata, baik bisnis, perekonomian, waris
dan lainnya, maka penyelesaian alternatif sangat dibutuhkan.

Mediasi'® merupakan bentuk penyelesaian altemnatif atau alfernative

dispute resolution (ADR ).
“ADR is alternative dispute resolution, that consider peaceful and
agreement. Such disputing have been a long time known by Indonesia
sociaty. Musyawarah and mufakat principles that exict in adat law
and Islah principle that exict in Islamic Law constitute Living Law in
Indonesia. Principle of Law as forgiving, peaceful and agreement that
exict in Islah can construct ADR in frame National Law system”."?
Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian sudah lama
dilakukan masyarakat Indonesia. Dengan musawarah mufakat sejalan dengan
prinsip hukum adat ataupu Islam yang telah terpelibara di dalam kehidupan
Indonesia. Saling memaafkan, perdamaian, dan kesepakatan merupakan dasar
islah yang dapat dijadikan bingkai sistem hukum di dalam ADR.

Landasan yuridis perdamaian melalui mediasi diawali pada tahun
2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun

pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) RI Nomor 2

15 Verzet adalah putusandimanaTergugatyangdikalahkan,kamnaiatidakhadir, ia
diberi kesempatan mengajukan perlawanan (verzer) kepada hakim yang memeriksa perkara
itu juga, bal tersebut diatur dalam Pasal 129 HIR. Lihat pada Krisna Harahap, Hukum Acara
Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif, (Bandung: PT Grefitri Budi Utami,
2008), him. 60.

16 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibanmtu oleh mediator. Lihat pada Perma
Nomor: 1 Tahun 2008 Pasal 1 poin (7).

17 Nita Triana, “Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang
Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, "Jurnal Al Manahij”, Vol 3,
(No. 1 Japuari — Juni 2009), hlm. 53.



Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Prosedur Mediasi di Pengadilan yang di keluarkan pada tanggal 31 Juli 2008.

Adapun pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung diantaranya, yaitu:'®

1. Babhwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang
lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar
kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan
memenuhi rasa keadilan.

2. Bahwa pengintregasian mediasi kedalam proses beracara di Pengadilan
dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah
penumpukan perkara di Pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan
fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping
proses pengadilan yang bersifat memutus ( gjudikarif).

3. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi
di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa masalah
yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 perlu direfisi dengan
maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses
berperkara di Pengadilan.

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi

dilatarbelakangi beberapa hal, diantaranya'®:

13 peraturan Mahkamah Agung No. | Tahun 2008.
Y 1bid.



1. Sebagai upaya alternatif untuk mengurangi penumpukan perkara di

Pengadilan.

2. Proses perdamaian dalam mediasi sering diasumsikan sebagai proses yang
lebih efisien dan tidak memakan waktu yang lama.

3. Sebagai pelengkap aturan Perma Nomor 2 Tahun 2003.

Berbeda dengan proses persidangan di Pengadilan, para pihak dalam
mediasi adalah penentu dalam memutuskan sengketanya.Sedangkan dalam
persidangan, hakimlah yang memutuskan sengketa yang diperiksanya. Dalam
mediasi, mediator sebagai pihak ketiga bersifat netral. Mediator hanya
membantu ataupun menfasilitasi jalanya proses mediasi, hasil proses mediasi
merupakan kesepakatan para pihak. Kesepakatan / perdamaian itu tidak dapat
dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau
dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.?

Pengadilan Agama Purbalingga merupakan salah satu lembaga
Peradilan yang ada di Indonesia dan telah melakukan beberapa penyelesaian
sengketa perdata. Data statistik perkara yang diterima dan diputus di
Pengadilan Agama Purbalinggs tahun 2010 meliputi®': izin poligami,
perceraian, isbat nikah, dispensasi kawin, wali adhol, kewarisan, ekonomi
syari'ah dan lain sebagainya. Sedangkan perkara-perkara yang berhasil
melalui mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga dari Tahun 2009-2010

adalah perkara gugat waris, cerai talak, cerai gugat dan ekonomi syari'ah®.

2 Ppasal 1858 KUH Perdata.

21 Laporan Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2010.

2 Dokumen Laporan Mediasi Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun
2009 dan 2010.




Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga
diawali pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim yang
mengadili perkara tersebut mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih
dahulu menempuh mediasi. Selanjutnya, hakim tersebut wajib menunda
proses persidangan perkara itu untuk memberi kesempatan kepada para pihak
menempuh proses mediasi.

Jika mediasi menghasilkan perdamaian, para pihak dengan bantuan
mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan
ditandatangani oleh para pihak dan mediator.”’ Namun bila tidak mencapai
kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi
telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim, dan perkara dapat
dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Berdasarkan hal-hal
tersebut di .atas, penulis tertarik membahas proses mediasi di Pengadilan

Agama Purbalingga dalam penelitian penulisan skripsi ini.

. Penegasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah
sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis
perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang

penulis maksudkan adalah sebagai berikut :

3 prosedur Mediasi di Pengadilan, diakses dari : htpp// pa-purbalingga.go.id/
images/ Data/ mediasi/prosedur-mediasi.pdf, pada tanggal 8 Maret 2011 pukul 17.30 WIB.




1. Implementasi
Implementasi di dalam kamus Praktis Bahasa Indonesia berarti
pelaksanaan,” sedangkan di dalam kamus Webster, merumuskan secara
singkat bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti fo provide
the means for carrying out, (menyediakan sarana untuk melaksanakan
sesuatu); fo give practical effect to (menimbulkan dampak/ akibat
terhadap sesuatu).?® Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan pelaksanaan, dalam penelitian ini melihat pelaksanaan
terhadap ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama
Purbalingga.
T
Mediasi merupakan pengikutsertaan pihak ketiga dalam
penyciesalan sengketa anlara Jua pihak.26 Dalam mencapai perdamaian
tidak lepas dari bantuan mediatot melalui proses perundingan yang
diupayakan.
3. Konflik
isulall houilik berasal dan bahasa inggris conflic dan dispute, yang
berarti perselisihan atau percecokan, atau pertentangan.?’ Dalam
penelitian ini difokuskan pada beberapa penyelesaian konflik melalui

mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
him. 58.

3 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Ke Implemeniasi
Kebijaksanaan Negara, Ed I1, ( Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hilm. 64,

% Kamus Hukum, ( Bandung: Citra Umbara, t.t), him. 253.

¥ Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, ( Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), him.19.



4. Perma
Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan salah
satu produk hukum lembaga peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Agung. Fungsi dari keberadaan Mahkamah Agung, yaitu fungsi
paradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi
nasehat, dan fungsi administrasi.?®
C. Rumusan Masalah
Berdasar latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan
permasalahan penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?

2. Bagaimana efektifitas mediasi dalam Penyelesaian Konflik yang ditangani

di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010 ?

D. Tujuan Dgn Manfaat Penelitian
1. Tujuan
a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan mediasi di
Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun
2008.
b. Untuk mengetahui efektifitas mediasi dalam Penyelesaian Konflik

yang ditangani di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2009-2010.

B Ibid
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c. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi
hambatan keberhasilan pelaksanaan mediasi berdasarkan Perma
Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Purbalingga.

2. Manfaat
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam rangka pengembangan kajian ilmu hukum terutama
tentang mediasi dalam penyelesaian konflik di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan
masukan bagi praktisi di lembaga peradilan, khususnya Pengadilan
Agama baik hakim maupun para praktisi hukum lainnya dalam proses

mediasi.

E. Telaah Pustaka

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan suatu
yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan
penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari
adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada
dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan
penelusuran dan penelaghan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai
korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan konsep mediasi di

pengadilan.
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Buku Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan
Pasang Surut yang ditulis oleh Erfaniah Zuhriah menjelaskan tentang tata
cara berperkara di Pengadilan Agama dan beberapa Undang-Undang
Peradilan.?

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama oleh Dirjen Badan Peradilan Agama dalam DIPA Dirjen
Badilag Tahun 2010, antara lain menyebutkan bahwa Hakim wajib
mendamaikan kedua belah pihak Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg. Dalam
mengupayakan perdamaian hakim harus berpedoman pada Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, yang
mewajibkan agar semua perkara perdata (penyelesaian konflik) yang diajukan
ke pengadilan tingkat pertama wajib dilakukan untuk dilakukan perdamaian
dengan bantuan mediator.*®

Penelitian yang berkaitan dengan mediasi juga dilakukan beberapa
peneliti, antara lain Mariannur Purba, berjudul’’ “Pelaksanaan Mediasi
Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 di Pengadilan Negeri Medan”, dan
penelitian yang dilakukan oleh Dabri Iskandar dengan judul®? “ Kedudukan
dan Fungsi Mediasi Menurut Perma No. 2 Tahun 2003 dan Pelaksanaannya di

Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau Dari Hukum Islam”. Kedua

® Erfaniah Zuhrish, Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan

pasang Suru: Cet. I, (Yogyakarta: SUKSES Offset, 2008).
Mahkamah Agung Rl, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Peradilan Agama, Buku II, ( Jakarta: Badilag, 2010).

31 Mariannur Purba, “Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun
2003 Di Pengadilan Negeri Medan”, Tesis USU Medan, 2007.

32 Dahri Iskandar, “Kedudukan Dan Fungsi Mediasi Menurut Perma No. 2 Tahun
2003 Dan Pelaksanaannya Di Pengadilan Negeri Purwokerto Ditinjau dari Hukum Islam”,
Skripsi STAIN Purwokerto, 2006.
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Penelitian tersebut berusaha meneliti penerapan mediasi di Pengadilan Negeri
Medan (diteliti oleh Mariannur Purba) dan di Pengadilan Negeri Purwokerto
(diteliti oleh Dahri Iskandar). Hanya saja pembahasannya menyangkut
Mediasi berdasar Perma Nomor 2 lahun 2003 di Pengadilan Negeri Medan
ataupun Pengadilan Negeri Purwokerto ditinjau dari hukum Islam, sedangkan
Penulis menfokuskan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 pada wilayah
Pengadilan Agama Purbalingga.

Karya ilmiah lainnya adalah tesis yang disusun oleh Ahmad Faiz,
dengan judul “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
Prosedur mediasi Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah”. Karya ilmiah ini membahas tentang perdamaian dalam
penyelesaian sengketa ekonomi syari‘ah berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun
2008 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan
terhadap pasal 130 HIR/ 154 RBg dan bagaimana penerapan aturan tersebut.

Kesimpulan yang disampaikan oleh Ahmad Faiz adalah Perma Nomor
1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2003 merupakan peraturan
pe!aksanaan Pasal 130 HIR/ 154 RBg. Sehingga apabila  hakim
melaksanakan upaya perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara sesuai

dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2003 pada
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hakikatnya sama dengan telah mengupayakan perdamaian yang diamanatkan
oleh Pasal 130 HIR/ 154 RBg.»*

Penelitian lain tentang mediasi dilakukan oleh Budi Setiawan dalam
skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Berlakl.mya Perma
Nomor 1 Tahun 2008”. Fokus pembahasan skripsi adalah proses penyelesaian
perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.>* Sedangkan penulis
menfokuskan penelitian ini dalam efektifitas mediasi sebagai penyelesaian
konflik yang ditangani secara mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga
Tahun 2009-2010.

Tulisan lain tentang mediasi ditulis oleh Nita Triana dalam artikelnya
berjudul “Mengontruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang
Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional”,*® dalam
artikel tersebut diterangkan suatu proses penyelesaian konflik dimana para
pihak yang bersengketa tersebut membangun upaya damai dan sepakat.
Dalam hal ini, mediasi / negosiasi, arbitrase dan litigasi sebagai bentuk
alternative penyelesaian sengketa (4DR). Tulisan yang satu ini, dalam hal
topik yang ditulis terdapat sedikit persamaan yaitu tentang perdamaian dalam

penyelesaian konflik yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya terletak

3 Ahmad Faiz, “Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur mediasi Di
Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, Tesis Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
3 Budi Setiawan, “Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Purwokerto Pasca Berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008”, Skripsi
STAIN Purwokerto, 2010.
* Nita Triana, “Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang
Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, *Jurnal Al Manahij”, Vol 3
(No. 1 Januari — Juni 2009), him. 53.
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pada sudut pandang penelitian dan pembahasannya, jika di dalam tulisan Nita
Triana disepesifikan pada penyelesaian sengketa yang berlandaskan hukum
Islam, maka penelitian yang akan penulis lakukan lebih disepesifikan
terhaadap Perma Nomar 1 Tahun 2008 tentang implementasi mediasi di
Pengadilan Agama Purbalingga.

Selain beberapa referensi yang telah diuraikan di atas, Penulis juga
berupaya melakukan penelusuran terhadap makalah-makalah yang berkaitan
dengan mediasi. Dari penelusuran tersebut diketemukan makalah yang
berjudul “Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan
Biaya Ringan”. Makalah yang ditulis oleh Siddiki, memaparkan tentang
pentingnya mediasi dan beberapa peran mediator.*®

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui
bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan untuk
mengkaji masalah penyelesaian konflik berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun
2008 di Pengadilan Agama Purbalingga.

F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan daiam penelitian penulis ini adalah sebagai
berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu suatu penelian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif

dan sistematis tentang latar belakang keadaan lingkungan <cui. .,

% Siddiki, “Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan
Biaya Ringan”, di akses pada www. Badilag.net.
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sosial tertentu. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode
untuk menemukan secara spesifik dan realitis tentang apa yang sedang
terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.*’
. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didasarkan pada dua sumber,
yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari
wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh peneliti.
Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan
telah disajikan oleh pihak lain*® Adapun sumber data primer dalam
penelitian ini adalah Data Statistik Perkara yang ditangani Pengadilan
Agama Purbalingga tahun 2009-2010, hasil interview/ wawancara Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga dan beberapa hakim Pengadilan Agama
Purbalingga. Sedangkan data sekundernya adalah Peraturan Mahkamah
Agung ( PERMA ) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, dan
data-data yang diperoleh dari dokumen, skripsi, tesis, buku-buku, internet,
jurnal, artikel, atau literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan

penelitian ini.

¥ Sumadi Suryabrata, Mefode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1990), him. 23.
® Hariwijaya dan Triton, Pedoman Penulisan Illmiah Proposal Dan Shkripsi,

(Yogyakarta: ORYZA, 2008), him. 57-58.
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3. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis
melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang ditelit.>®
Di sini penulis melakukan observasi langsung untuk mendapatkan
data-data perkara yang ditangani Pengadilan Agama Purbalingga tahun
2009-2010.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data
yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dapat
dilakukan melalui tatap muka (face fo face) maupun menggunakan
telepon.*® Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga, hakim yang menjadi mediator, dan
beberapa praktisi ataupun para pihak yang pernah menyelesaikan
permasalahannya di lembaga Pengadilan Agama Purbalingga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara
mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monograp atau catatan-
catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.‘" Metode tersebut
penulis gunakan  untuk melengkapi data yang diperoleh pada
Pengadilan Agama Purbalingga, terutama data statistik perkara tahun

2009-2010 ataupun catatan yang berkaitan dengan proses mediasi.

% Ibid., him. 63.

“ Ibid, him. 64.

4 guharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Ed. Revisi
IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), him. 236.
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4. Analisis Data

Penelitian ini merupakan pe.nelitian kualitatif yaitu penelitian yang
objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa
narasi, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-
bentuk nonangka lain.* Penekanannya tidak pada pengujian hipotesis
melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yang bersifat analisis deskriptif dan analisis SWOT. Analisis
deskriptif yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik
sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.*® Sedangkan analisis SWOT
adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengetahui peta kekuatan
(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), ancaman
(threats) organisasi guna menentukan faktor unggulan dan strategi
interaksi efektif yang dapat dilakukan dalam mencapai sukses yang lebih
besar.* Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis dari implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama

Purbalingga sebagai saiah satu penyelesaian konflik.

G. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membuat

sistematika sebagai berikut :

“ Ibid., him. 133.

® Syamsudin, Oprasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007),
him. 100.

“ Sianipar dan Entang, Teknik-Teknik Analisis Manajemen, (Jakarta: Lembaga
Administrasi Negara, 2001), him. 29.
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Bab I. Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,
Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Berisi tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik
di Pengadilan. Adapun pembahasannya meliputi: Penyelesaian konflik menurut
hukum Islam, macam alternatif penyelesaian sengketa (4DR), yaitui; negosiasi,
mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam bab ini juga membahas Perma Nomor
1 Tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dan Perbedaan mediasi dalam
ADR dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Bab IIl. Berisi tentang Mediasi dalam penyelesaian konflik di
Pengadilan Agama Purbalingga, meliputi: Profil Pengadilan Agama
Purbalingga; sejarah Pengadilan Agama Purbalingga, struktur organisasi
Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dan

mediator di Pengadilan Agama Purbalingga. Bab ini juga membahasa proses
mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu; pendaftaran perkara, tahap
pra mediasi, tahap mediasi, dan akhir mediasi, serta kekuatan hukum akta
perdamaian dalam mediasi dan perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama
Purbalingga Tahun 2009-2010.

Bab IV. Berisi tentang Faktor dari dalam Para Pihak dan Faktor dari

luar Para Pihak, dan Analisis SWOT Mediasi.

Bab V. Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.







BAB I

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KONFLIK
DI PENGADILAN

A. Penyelesaian Konflik Melalui Perdamaian Menurut Hukum Islam

Dalam Islam dikenal istilah sulhu, yaitu penyelesaian konflik secara
perdamaian. Secara etimologi makna perdamaian dalam bahasa arab berasal
dari kata solaha-yasluhu-sulhan' ataupun as-solahu’. Sulaiman Rasjid dalam
bukunya yang berjudul, Figih Islam mendefinisikan su/hu adalah akad
perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau

perbantahan.’
Perdamaian adalah kesepakatan para pihak dalam konflik yang

dihadapinya untuk mengakhiri beberapa hal sesuai dengan ketentuan yang

disetujui masing-masing pihak. Mengadakan perdamaian merupakan sesuatu

perkara yang amat terpuji, bahkan Islam pun menerangkan demikian,
sebagaimana termaktub dalam al- Qur’an surat an- Nisa’ ayat 128 :

#e7 8§ _

PN clu:.“ 3

Ayat di atas menerangkan bahwa perdamaian merupakan perbuatan

yang baik dalam penyelesaian konflik (bagi mereka). Selain itu dalam surat

al-Hujréit ayat 9 mengandung suatu perintah agar melaksanakan perdamaian

' Muhammad Idfis al- Marabi, kamus Idris al- Marabi jus L(Ttp, tt), him. 341.
? Ahmad Warson Munawir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya:

Pustaka Progressif, 1997), him. 788.
3 Sulaiman Rasjid, Figih Isiam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003),

him. 319.
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bila terjadi konflik, karena hal tersebut merupakan suatu kebajikan diantara
umat manusia. QS. Al-Hujrat: ayat 9.

rd

& bp L;'r: ool 1,557 003201 oyl ofs

s B s of o s 2 o
Qp’ﬁ) 13 s&@&d”,ﬁ.ﬁ&f&‘dﬁw»l

> g%a A - .J > > ST , fos e > £ 5 o~

T JTE£ AT Gy 5kl Jaddl Ll 1,506 24T
“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanyal iapi kalau
yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang
melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada
perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya

menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”. 4

AP

Dalam surat al-Hujrat ayat 9 di atas secara tegas mengemukakan
bahwa bila ada dua pihak beriman yang berselisih/ bertengkar, maka
damaikanlah mereka, dengan suatu kesepakatan (dalam perjanjian) dan jika
mereka mengingkarinya maka cobalah berlaku adil dalam penyelesaiannya
karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang dapat berlaku adil.

Khalifah Umar dalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan,
“ Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara
melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka
(pihak yang bersengketa)”. 5

Ungkapan Umar di atas memberi pengertian bahwai penyelesaian

konflik ataupun perkara yang masuk di Pengadilan pada hakikatnya hanyalah

* Depag Rl, al-Qur'an dan Terjamahnya, hlm. 846.
S Suhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Garafika, 2004),
hlm. 179.
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penyelesaian yang bersifat formalitas sesuai dengan hukum acara.
Konsekuensinya, terkadang pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan
masih melanjutkan persengketaannya. Bahkan, tetkadang salah satu pihak
bertindak seweﬁang-wenang untuk memenuhi keadilannya.

Perdamaian dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan
perdamaian akan terhindar kehancuran silaturahmi (hubungan kasih sayang)
sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat
diakhiri, sebagaimana dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

Ayl g A€l acindy gl Calilly paiadd) hoay 3Ll
3 gall  Laall & 535 DA

Al-Imam asy syafi'i berpendapat bahwa sulhu memiliki kedudukan
yang sama dalam jual beli. Apa yang boleh dalam jual beli, maka boleh pada
5u1bu.7 Uraian tersebut menegaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli
disamakan juga dalam kesepakatan perdamain. Seperti halnya rukun jual beli
adanya ijab, Kabul begitu juga dalam perdamaian ada lafal, ijab dan kabul.*

Dengan adanya ijab kabul maka timbul suatu hak dan kewajiban bagi
para pihak. Hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari suatu hal. Misalnya,
dalam perikatan jual beli, pihak membeli berhak menerima barang yang
dibelinya, tetapi dalam waktu sama berkewsjiban juga menyerahkan

harganya. Demikian juga pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan

6 Qulaiman Ibnu Yahya Malid, ¢ Istahu Dzalii  Bayan”,
www. Said net/Doat/simar/147 diakses pada tanggal 10 Mei 2011.
7 Imam Syafii, al- Umm (Kitab Induk), terjemahan Ismail Yakub, jus 5 (Kuala

Lumpur: Top, t.t), him. 106.
8 gsuhrawardi K.Lubis, Hukum Ekonomi . . ., him. 180.
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barang, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan
barangnya.’

Pemikian halhya petjanjlan damai, akan timbul suatu hak dan
kewajiban diantara para pihak. Dalam prespektif hukum perdata asas ini
diletakan dalam pasal 1315 BW yang menerangkan bahwa pada umumnya
seorang tak dapat menerima kewajiban-kewajinan atau menjanjikan atas
namanya sendiri, kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Begitu halnya seperti
asas hukum “setiap janji itu mengikat” (pacta suntservanda) dan asas “iktikad
baik” ( te geode trouw). Kedua asas hukum tersebut telah dituangkan kedalam
bentuk peraturan yang konkret di dalam Pasal 1338 BW.1°

Ketentuan dalam BW merupakan salah satu penjabaran dari ajaran
islam untuk menyelesaikan 'berbagai masalah yang terjadi antara manusia,
Islam telah memberikan beberapa konsep dasar untuk membantu
menyelesaikan sengketa yang terjadi. Imam ag-San’ani menerangkan macam

perdamaian yaitu :
G pllaly ¢ 8 a aliuall Al el Adtall skl 204 8
bl G ity alaly e i o adlaby caay 5
19) A gladl) odall AbLaNG o o 2208 150l d AdLaN

 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam,
(Yogyakarta: UII Press, 2000), him.19.

1 Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar limu Hukum, Cet 11, (Jakarta: Sinar Grafika,
2001), him.38.
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”

845 il a5y b 30 3 Ll 158y il DAY (8 CBy

nadiall g 3 Slgah

Para ulama membagi perdamaian menjadi beberapa macam, yaitu ;
perdamaian antara muslim dan Kkafir, perdamaian antara suami isteri,
perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil,
perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada gadi (hakim),
petdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pembetian maaf terhadap
sanksi harta yang mestinya diberikan, perdamaian untuk memberikan
sejumlah harta kepada lawan sengketa bila terjadi pada harta milik bersama
(ami &) dan hak-hak.

Macam perdamaian sebagaimana dijelaskan as-San’ani di atas
digambarkan dengan akta kesepakatan damai sesuai dengan Kketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Ketentuan untuk
mencapai kesepakatan damai tidak saja berlaku untuk perkara bersifat perdata
tetapi juga untuk perkara pidana, semisal pemberian maaf dari keluarga
korban pada hukuman gisas dan diyat hal inl berbeda dengan hukum positif

yang tidak mengenal perdamaian dalam ranah hukum pidana.

. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Pasal 1 poin 10 UU No. 30 tahun 1999 mendefinisikan Alternatif
penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di

" fbn Hajar al-'Asqaliny, Fatfu al-Ba ri Syarah Bukhary, jus 5 Babu Sulhy,
(Ttp, tt), him. 298, dan lihat pada Imam ag-Shan’ani, Subulu al- Salam, jus 4, (Ttp, 1),
him. 247.
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luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau
penilaian ahli.

Pari definisi di atas dapat penulis simpulkan bahwa alternatif
penyelesaian sengketa merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang
dilakukan di luar pengadilan yang pelaksanaannya ditentukan sepenuhnya
kepada para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa yang akan ditempuh
baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian
dari para ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia pada saat
ini adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Kata negosiasi berasal dari kata “negotiation” dalam bahasa
inggris yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata
berunding atau bermusyawarah.”” Sedangkan orang yang mengadakan
perundingan disebut uegosiator. Secara umum negosiasi adalah tawar
menawar melalui perundingan untuk menerima atau memberi demi
mencapai kesepakatan." Disini para pihak berhadapan langsung secara
seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan

cara kooperatif'* dan saling terbuka satu sama lain.

12 Apdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama, ( Jakarta: Kencana, 2008), him. 171.

13 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Ttp: Gita Media Press, t.t),
him. 550.

14 Cara Kooperatif menganggap pihak negosiator lawan (opposing party) bukan
sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari commond ground. Para pihak
berkomunikasi untuk menjejaki kepentingen, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Lihat
pada buku : Suyud Margono, ADR ( Alternative Dispute Resolution ) dan Arbitrase Proses
Pelembagaan dan Aspek Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him. 50.
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Tahap Persiapan

Dalam tahap ini, perlu menelusuri berbagai alternatif yang
diperlukan, yang disebut dengan BATNA (best alternative to
negotiated agreement). Di samping itu juga perlu memperkirakan
kepentingan dan kebutuhan alternatif orang lain (lmow your
adversaries) dan selanjutnya merencanakan hal-hal yang berkaitan
dengan negotiating conventions, hal-hal yang bersifat logistis seperti

siapa pelaku dalam negosiasi, dan dimana perundingan dilaksanakan.

b) Tahap Berlangsung Negosiasi

Dalam tahap ini perlu adanya persiapan strategi tentang hal-hal
yang berkaitan dengan persoalan dan permasalahan apa yang akan
dinegosiasi secara terperinci dan sistematis sehingga tidak terjadi
pendekatan yang melantur dari masalah sebenarnya. Selanjutnya
masing-masing pihak mengemukakan tuntutannya dan pihak lain
memberikan responya. Kemudian para pihak harus mengemukakan
argumentasi atau alasan yang jelas terhadap mitra rundingnya tentang
apa yang ia kehendaki dalam perundingan tersebut.

Langkah berikutnya adalah menyelidiki kemungkinan-
kemungkinan yang timbul dari argumentasi yang dikemukakan kedua
belah pihak. Kemudian menetapkan proposal yang cocok untuk
dirundingkan satu sama lain. Untuk memastikan bahwa negiosiasi

sudah berhasil dilaksanakan, maka semua pihak yang terlibat dalam
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sengketa itu perlu menandatangani hasil perundingan dalam sebuah
akta yang telah dipersiapkan sebelumnya.
¢) Tahap setelah negosiasi dilaksanakan
Setelah negosiasi dilaksanakan, para pihak yang diwakili oleh
negosiator mengambil kesimpulan tentang hal-hal yang telah
disepakati bersama. Guna menindaklanjuti apa yang telah disepakati
itu, maka perlu dimasukkan dalam nota kesepakatan sehingga apa
yang telah disepakati itu tidak mudah untuk disimpangi.
2. Mediasi
Mediasi dalam bahasa Inggris disebut mediation, sedangkan dalam
bahasa Arab disebut ar-tawasutu adalah upaya penyelesaian sengketa para
pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral,
dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi
menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan
suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat guna tercapainya
mufakat.'® Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai
wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak; namun dalam
hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka

menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. "’

8 Nita Triana, “Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Yang
Berlandaskan Hukum Islam Dalam Kerangka Hukum Nasional, “Jurnal Al Mandhij”, Vol 3
(No. 1 Januari — Juni 2009), him. 57.

1 pelix O. Soebagjo;Co-Editor, Erman Rajagukguk, Seri Dasar-Dasar Hukum
Ekonomi 2 Arbitrase di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), him. 11.
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Literatur lain menjelaskan pengertian mediasi, yaitu:

Mediation is a flexible, non-binding dispute resolution process in
which a neutral third party (the mediator) assists two or more
disputants to reach a voluntary, negotiated settlement of their
differences. The parties have ultimate control of the decision to
settle and the terms of resolution. The mediator uses a variety of
skills and techniques to help the parties reach a settlement, but has

no power to make a decision. The parties remain the decision
makers >’

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian
tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian konflik/ sengketa
berdasarkan perundingan.

b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di
dalam perundingan.

c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersangkutan untuk
mencari penyelesaian.

d) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan
kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna
mengakhiri sengketa.

Saat ini, mediasi telah muncul di Indonesia sebagai salah satu
alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi dapat dilakukan di pengadilan
dan di luar pengadilan,®’ hal ini bergantung pada keinginan dari masing-
masing pihak, dari segi bentuk mediasi dilaksanakan sebagai berikut:

 Lukasz Rozdeiczer, Alejandro Avarez De La Campa, Alfernative Dispute
Resolution Manual: Implementing Commecial Mediation, ( United States of America: IIFC,
2006), him. 5.

2 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan
(Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), (Jakarta: Visimedia, 2011), him. 29-31.
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a) Mediasi di Pengadilan®
Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah sesuai
dengan asas Hukum Acara Perdata Adanya ketentuan Pasal 130 HIR
yang mengatur upaya perdamaian, dan penegasan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu menempuh upaya damai

melalui proses mediasi.

b) Mediasi di Luar Pengadilan
1) Mediasi Perbankan

Perbankan sebagai salah satu tempat penyimpanan dan
penyaluran dana masyarakat. Suatu bank memiliki aturan
tersenditi dalam pelayanan terhadap nasabahnya Namun tidak
menuntut kemungkinan pelayanan yang diberikan kepada
nasabahnya tidak sesum dengan harapan nasabahnya, sehingga
sering kali nasabah merasa sering dirugikan.

Agar nasabah dapat terlindung hak-haknya, dibentuklah
mediasi perbankan yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian
konflik ataupun sengketa. Pada penyelesaian sengketa tersebut,
para pihak, yakni bank dan nasabah ditengahi oleh pihak yang

netral, yakni Bank Indonesia.

2 Krisna Harahap, Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT.Grafitri Budi Utami,
2008), him. 62.
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2) Mediasi Hubungan Industrial®

Interaksi antara pengusaha dan pekerja sangat mudah
terjadi pertentangan antara keduanya yang disebabkan berbagai
macam hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Sering kali
pihak pekerja ketika berhadapan dengan pengusaha berada dalam
posisi yang lemah discbabkan berbagai macam faktor. Oleh
karenanya , diperlukan adanya penanganan demi kepentingan
para pihak schingga dibentuklah mediasi untuk perselisihan

hubungan industrial. -

3. Konsiliasi

Konsiliasi dalam kamus hukum adalah suatu usaha
mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mencapai
kesepakatan guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.
Lukasz Rozdeiczer dan Alejandro Avarez De La Campa  menyatakan
«Conciliation is usually understood as a type of mediation where the
parties to a dispute use a neutral third party (a conciliator), who meets
with them separately in an attempt to resolve their differences” >
Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga
(konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatanya karena

diminta para pihak.

B Jimmy Joses Sex:nbiring, Cara Menyelesaikan Sengketa . . . , hlm. 30-31
M |ukasz Rozdeiczer, Alejandro Avarez De La Campa, Alternative Dispute

Resolution . . ., hlm. 5-6.
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Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi
biasanya diatur oleh undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan hadir,
konsiliator cendrung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuail
dengan undang-undang atau badan terkait, dan langkah hukum akan
diambil bila kesepakatan tidak tercapai.”’

Menurut Suyud Margono, konsiliasi merupakan tahap awal dari
proses mediasi dengan acuan penerapan yaitu apabila seorang diajukan
pada proses mediasi dan tuntutan yang diajukan claiman (penuntut) dapat
diterima dalam kedudukannya sebagai respondent.”

Keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa konsiliasi pada
praktiknya memiliki kesamaan dengan mediasi, yang menjadi pembeda
adalah kewenangan dari pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut.
Pada mediasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki
kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang
diambil. Sedangkan konsiliasi, pihak ketiga yang menengahi sengketa
tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi
putusan yang diambil.

4. Arbitrase
Arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa latin) yang berarti

kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kcbijaksanaan”.

2 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa . . . , him. 47.
26 Suyud Margono, ADR ( Alternative Dispute Resolution ). . . , him. 72-73.
2 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa . .. , him. 90.
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Schlochhauer seorang sarjana Jerman mendefinasikan arbitrase sebagai
berikut: Arbitration is the process of resolving disputes between states by
means of an arbitral tribunal appointed by the parties. 28

Menurut Subekti, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan
sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan
bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang
diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau mereka
tunjuk.”

Arbitrase sudah ada sejak zaman Belanda. Dasar hukum
pembentukan arbitrase pada saat itu adalah Pasal 377 HIR yang mengatur
« Jika orang Indonesia dan orang timur asing menghendaki perselisihan
mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti
peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa.” Dalam
hal ini dilaksanakan oleh lembaga arbitrase.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai alat
dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi di antara para pihak.
Cara ketja arbitrase hampir sama dengan pengadilan sehingga masyarakat
sering mengenalnya dengan sebutan pengadilan swasta.

Dalam beberapa hal, arbitrase mirip dengan ajudikasi publik dan

sama-sama memiliki beberapa ketentuan dan kelemahan. Namun, arbitrase

melibatkan litigasi sengketa pribadi yang menjadi pembeda dengan litigasi

2B Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar
Grafika Offeset, 2004), him. 39, dan lihat pada H.J. Schlochhauer, Arbitration, dalam R.
Bembhardt(ed.). Encyclopedia of Public Internasional Law (Instalment, 1981), him. 14.

» Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa . . . , him. 59, dan libat
pada Subekti, Arbitrase Perdagangan, Cet. 11 (Bandung: Bina Cipta, 1992), him. 1.
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melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan ketentuan-
ketentuan melebihi ajudikasi melalui Pengadilan.

Dalam atbitrase, para pihak dapat memilih hakim yang mereka
inginkan, berbeda dengan sistem pengadilan yang telah menetapkan hakim
yang akan berperan, dengan demikian dapat menjamin baik kenetralan
maupun keahlian, yang mercka anggap perlu dalam sengketa mereka. Para
pihak juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa
tersebut, dan sifat arbitrase demikian melindungi para pihak yang merasa
takut atau tidak yakin dengan hukum subtantif dari yurisdiksi tertentu. %

Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan antara perundingan

(negosiasi, mediasi, konsiliasi), arbitrase dan litigasi, yaitu®’:

Tabel 1. Perbandingan antara Perundingan, Arbitrase, dan Litigasi

Proses Perundingan Arbitrase Litigasi

Yang mengatur Para pihak (parties) Arbiter Hakim

Prosedur Informal Agak formal | Sangat formal dan
sesuai dengan | teknis
rule

Jangka waktu Segera (3-6 minggu) | Agak cepat | Lama (2 tahun lebih)
(3-6 bulan)

Biaya Murah (low cost) Terkadang Sangat mahal
sangat mahal | (expensive)

3 Gary Goodpaster, Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, Proyek ELIPS
“ Arbitrase di Indonesia”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), him. 8.
3! Suyud Margono, Al:)R ( A!ternative Dispute Resolution ). .. , him. 83, dan lihat
pada Yahya Harahap. Perspektif Arbitrase di Indonesia. Makalah pada Seminar Nasional
Hukum dan Ekonomi tentang Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa diadakan.
Kadinda Jawa Timur. Surabaya, 18 Maret 1995.




Aturan Pembuktian Tidak perlu Agak Sangat formal dan
informal teknis

Publikasi Konfidensial Konfidensial | Terbuka untuk

umum

Hubungan para pihak | Kooperatif Antagonistis | Antagonistis

Fokus penyelesaian For the future Masa Lalu | Masa Lalu (the past)
(the past)

Metode negosiasi Kompromis Sama keras [ Sama keras pada
pada prinsip | prinsip hukum
hukum

Komunikasi Memperbaiki  yang | Jalan buntu | Jalan buntu
sudah lalu (blocked) (blocked)

Result Win-win Win-lose Win-lose

Pemenuhan Suka rela Selalu ditolak | Ditolak dan mencari
dan dalih
mengajukan
oposisi

Suasana emosional Bebas emosi Emosional Emosi bergejolak

Perundingan ( negosiasi, mediasi, konsiliasi) mencoba menghapus

mitos dan pendapat bahwa dua orang yang bersengketa tidak dapat duduk

semenitpun dalam satu ruangan. Fakta yang terjadi adalah apabila sengketa

tidak dibiarkan berlarut-larut dan berakar pada gejolak emosi sebagaimana

dalam proses arbitrase dan litigasi, penyelesaian sengketa ternyata dapat

dilakukan dengan kesepakatan para pihak (win-win solution).
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C. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

Menyikapi problematika hukum yang dihadapi masyarakat,
Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan
kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya aturan
hukum dan keadilan. Produk-produk hukum baru berikut perangkat tehnisnya
pun diformulasikan sesual dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi
hukum.

Dalam hal tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para pencari
keadilan terhadap putusan pengadilan, Mahkamah Agung mencoba
mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi)
dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (lifigasi) dalam
Peraturannya Nomor 1 Tahun 2008.

Adapun karakteristik mediasi dalam penjelasan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 sebagai berikut:

1. Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

2. Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian
dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut
yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua
Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengadili perkara perdata;

4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa

dihadiri oleh pihak lainnya;
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5. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses
perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa
tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian,;

6. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;

7. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bukan kudsd iun it
yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk
memperoleh penyelesaian;

8. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam
peraturan ini;

9. Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang
memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa;

10. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang
telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh
lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;

11. Proses mediasi tertutup adalah bahwa pertemuan-pertemuan mediasi hanya
dihadiri para pihak atau uasa hukum mereka dan mediator atau pihak lain
yang diizinkan oleh para pihak serta dinamika yang terjadi dalam
pertemuan tidak boleh disampaikan kepada publik terkecuali atas izin para
pihak.

Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang
terkait dengan proses berperkara di Pengadilan dengan bantuan mediator,

kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga.
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pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha >

Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah
Agung ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154
RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.*® Hakim dalam
pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang
bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan
menyebutkan nama mediator.

Peran mediator sebagai penengah dalam penyelesaian konflik atau
sengketa memiliki sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah hingga
sisi peran yang terkuat.* Sisi peran yang terlemah adalah apabila mediator
hanya melaksanakan peran sebagai berikut:

1. Penyelenggara pertemuan.

2. Pemimpin diskusi netral.

3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan
berlangsung secara beradab.

4. Pengendali emosi para pihak

5. pendorong pihak/ perundingan yang kurang mampu atau segan

mengemukakan pandangannya.

32 . . )
Dewi, “Pelatihan Mediator” Jakarta, Pasal 4 P
Nomor | Tahun 2008. eraturan Mahkamah Agung
Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tah
2008.
34 Suyud Margono, ADR ( Alternative Dispute Resolution ) un ogﬁn oo




38

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan
mediator mengerjakan hal-hal berikut:
1. Mempetsiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu/ kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah
pertarungan untuk diperebutkan, melainkan disclesaikan.
4. Menyusun dan menyarankan alternatif pemecahan masalab.
5. Membantu para pihak menganalisis alternatif penyelesaian masalah.
Adapun fungsi utama mediator dalam menjalankan mediasi adalah
sebagai penghubung kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan
yang dihadapi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
dijelaskan tugas-tugas mediator, yaitu:
1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada
para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan
dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali
kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang

terbaik bagi para pihak.

Proses mediasi depat diselenggarakan di salah satu ruang Pengadilan
Tingkat Pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.

Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan.
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Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang Pengadilan Tingkat Pertama
tidak dikenakan biaya. Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di
tempat  lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan
kesepakatan.”

Apabila para pihak sepakat menempuh proses mediasi (perdamaian)
terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan
kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding,
kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. Upaya
perdamaian dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali
berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak - penyampaian
kehendak tertulis para pihak diterima Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. 3%

Para pihak melalui Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dapat
mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim
tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam
bentuk akta perdamaian. Akta perdtimaian ditandatangani oleh majelis hakim
banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya

30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.”’

. Perbedaan Mediasi Dalam ADR Dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Beraneka ragam kreativitas manusia dalam menyelesaikan

masalahnya, ada yang menggunakan metode secara langsung face fo face

dengan pihak lawan sengketanya atau yang biasa disebut dengan metode

35 pasal 20 dan 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

% Ibid.
37 Ibid.
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penyelesaian sengketa dwipartite dan ada pula yang menggunakan jasa
perantara orang lain atau suatu lembaga tertentu untuk membantu
inenyelesaikan masalah yang dihadapinya yang biasa disebut dengan metode
tripartite.” Dalam pola penyelesaian sengketa secara litigasi/ ajudikasi
ataupun non litigasi/ non ajudikasi pada prinsipnya memiliki tujuan yang
sama, yaitu mencari solusi dan penyelesaian untuk menyelesaikan konflik
ataupun sengketa yang terjadi.

Mediasi berdasarkan prosedurnya dibagi menjadi 2 bagian antara lain:
1. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan ( UU Nomor 30 Tahun 1999);
2. Mediasi yang dilakukan di pengadilan ( Pasal 130 HIR/ 154 RBg jo

PERMA Nomor 1 Tahun 2008).

Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh para pihak tanpa adanya
proses perkara di pengadilan,® hasil kesepakatan yang diperoleh dari proses
mediasi melalui ADR dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan
kekuatan hukum layaknya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.*
Sedangkan mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah proses
mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke
pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg bahwa

setiap sengketa yang diperiksa di pengadilan wajib untuk menempuh

3% witanto, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Munurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang
prosedur Mediasi di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2011), him. 6.

% Keterlibatan pengadilan dalam proses mediasi hanya dalam hal adanya suatu
gugatan yang diajukan ke ?engadllan, terhadap proses pengukuhan hasil kesepakatan
perdamaian yang dilakuki.m di luar pengadilan agar dapat menjadi akta perdamaian, maka
para pihak harus terlebih dahulu. mengajukan gugatan lalu Hakim dapat mengukuhkan
kesepakatan damai tersebut menjadi akta perdamai an. Lihat Pasal 23 Peraturan Mahkamah

Agung (PERMA) Nomor 1 Tabun 2008.
4 \itanto, Hukum Acarc Mediasi . .. ,him. 18.
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perdamaian terlebih dahulu, berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah

Agung berupaya untuk memperdayakan lembaga perdamaian berdasarkan

Pasal 130 HIR/ 154 RBg dengan mengintegrasikan mediasi kedalam proses

perkara di pengadilan.

Perbedaan Mediasi dalam ADR dengam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2008, yaitu:

Tabel II. Mediasi dalam ADR dengam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2008.

Mediasi dalam PERMA
Mediasi dalam ADR
No 1 Tahun 2008
UU Nomor 30 Tahun 1999 | Pasal 130 HIR/ 154 RBg,
Dasar Hukum
Perma No 2 Tahun 2003
Suka rela (para pihak Pengadilan wajib terlebih
bebas memilih dahulu melakukan mediasi
penyelesaian sengketa
Sifat melalui jalur negosiasi,
konsiliasi, mediasi,
arbitrase ataupun dengan
cara musyawarah)
Kepastian hukum yang | Berkekuatan hukum tetap
Kekuatan Hukum | kurang, bila salah satu | layaknya Putusan Hakim

pihak mengingkarinya

(inkracht van gewijsde)




BAB I

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA.

A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga'

Nama : Pengadilan Agama Purbalingga
Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No. 177 Purbalingga,
Jawa Tengah 53311
Tlp dan Fax : 0281-891174
Web : www. pa-purbalingga. go. id
e-mail : pa_purbalingga@yahoo.co.id
Dasar Pembentukan : Statsblad Tahun 1882 Nomor 152 jo Statsblad
Tahun 1937 Nomor 116
Letak Geografis : 1°10°-7°29"" LS dan 101°11°- 109°35'BT
Wilayah Jukum
1. Kecamatan : 18 (delapan belas)
2. Desa/ Kelurahan . 238 (dua ratus tiga puluh delapan)
3. Batas Wilayah ] _
a. Selatan : Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara
b. Barat : Berbatasan dengan Kab. Banyumas
c. Utara : Berbatasan dengan Kab. Pekalongan
d. Timur : Berbatasan dengan Kab. Banjarnegara
e. Barat Laut : Berbatasan dengan Kab. Pekalongan

Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga

Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum
masa kemerdekan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di
Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan
o roebut sccara siruktural mulai tabun 1947, yakni pada mesa Ketua

Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh KH Iskandar dengan Hakim

Anggota terdiri dari :
a. KH Abdul Muin.

1 profil Pengadilan Agama Purbalingga, lihat pada www. pa-purbalingga. go. id
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KH Ahmad Bahori.

KH Sobrowi.

KH Taftazani.

Ni1 Syahri.

KH M. Hisyam Karimullah.
KH Baidlowi.

KH Ahmad Danun.
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i’ada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi KH Iskandar

Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru

pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga.

Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin

oleh Ketua secara berturut-turut :

a. KH Iskandar

b.

C.

g
b.

i

j-

KH Siradj Chazin

Drs. Solichin, SH

Drs. Amir Hasan Asy - Plt. 4 th.
Drs. H. Agus Salim, S.H.

Drs. H. Muhaimin MS.., S.H.

Drs. H. Nawawi Kbolil, S.H.

Dra. Hj. Siti Munirob, S.H. ~ Plt.

Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H.

Drs. H. Noor Kbolil, MH.

(1947 -1960)
(1960 - 1970 )
(1970 - 1981 )
(1981 - 1987 )
(1987-1992)

(1992 - 2003 )

(2003 - 2005 )
(2005 - 2007 )

(2007 - 2010)



1
i
I
|
I
i
|
i
|

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama

Purbalingga baru dapat diketahui sejak KH A. Miftah Idris. Semenjak itu

secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut :

a. KH. A. Miftah Idris

b. Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.

c. Drs. H. Sudarmadi, S.H.

d. Drs. ABD. ROZAQ, MH.

(1984 - 2000 )

(2000 - 2007 )

(2007 - 2010)

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga

Kestrukturan Pengadilan Agama Purbalingga tahun 2010 hingga sekaran

NP 19121520121

adalah sebagai berikut:
STRUKTUR ORGANISAS!
PENGADWAWWTWMO
KETUA
OraH. NOOR KHOLL M.
NP 105310101684001008
|
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1
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| WARNLS
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3. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Adapun hakim-hakim yang menangani perkara-perkara di

Purbalingga hingga sekarang adalah:

Tabel 3. Hakim-hakaim Pengadilan Agama Purbalingga

Nama : Drs. H. Nangim, MH.
NIP : 195907161987031002
Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a

Jabatan : Hakim Madya Muda
Nama : Drs. Syahrial, SH.
NIP : 196106121992031002
Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a

Jabatan : Hakim Madya Pratama
Nama : Drs. Ahmad Faiz, SH., MSI.
NIP :196106121992031002
Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a

Jabatan : Hakim Madya Pratama
Nama : Drs. Al Mahdiy, SH
NIP : 195207141983031004
Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a

Jabatan : Hakim Madya Muda
Nama : Munif Wagio, S.Ag., SH.
NIP : 19520810198203009
Pangkat/ Gol : Pembina/IV/a

Jabatan : Hakim Madya Pratama
Nama : Drs. A. Latif

NIP : 19550901984031002
Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I/IV/b
Jabatan : Hakim Madya Muda

4. Mediator Pengadilan Agama Purbalingga

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 01 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008, tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, maka ketua Pengadilan Agama Purbalingga mengeluarkan

surat keputusan tentang penunjukan mediator Pengadilan Agama



Purbalingga. Semenjak diketuai oleh Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H

dan Drs. H. Noor Kholil, MH hingga tahun 2011 surat keputusan
mediator telah dibuat sebanyak  tiga kali dikarenakan adanya
perpindahan ataupun pertukaran jabatan pada pejabat Pengadilan Agama
Purbalingga.’

Adapun hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga dari akhir

tahun 2009-2010 adalah:

1.  Drs. H. Syadzali Musthofa, SH.

2.  Drs. H. Sudarmadi, SH.

3.  Drs. Syahrial,SH

4. Drs. Ahmad Faiz, SH.,MSI

5.  Drs. H. Nangim, MH.

6. Drs. Almahdiy,SH.

7. Munif Wagio,S.Ag. SH.

8.  Hj. Udji pribati, SH

Sedangkan mediator yang masih menjalankan tugasnya hingga
sekarang adalah:
1. Drs. Abd. Rozag, MH
5. Drs. Syahrial, SH
3. Drs. Ahmad Faiz, SH, MSI

4. Drs. H. Nangim, MH

2 gawancara Rosiful, Panmud Hukum Pengadilan Agama Purbalingga, 27 Maret

2011.
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5. Munif Wagio, S.Ag, SH.

6. Drs. Al Madiy, SH
Dari data mediator di atas semuanya diangkat oleh Ketua
Pengadilan Agama Purbalingga berdasarkan Surat Keputusan (SK).
Menurut salah satu Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama
Purbalingga, mayoritas semua mediator di Pengadilan Agama
Purbalingga belum memiliki sertifikat sesuai dengan Pasal 5 ayat 1

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008, akan tetapi mereka

berhak menjalankan tugas sebagai mediator berdasarkan Pasal 5 ayat 2

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 meski tidak memiliki

sertifikat medi
memiliki sertifikat mediasi yaitu Drs. Abd Rozag, MH.?

ator. Diantara mediator di atas hanya seorang yang telah

B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga
1. Pendaftaran Perkara
penerimaan perkara di  Pengadilan  Agama  Purbalingga
menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari:
Meja I (termasuk di dalamnya kasir), Meja I dan Meja I1I yang memiliki
fungsi diantal‘an}’ai“
a. Petugas Meja 1 menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan

eksekusi dan perlawanan pihak III (derden verzet).

——"/————_;I-o:r—l(-holilil, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, 30 Maret 2011.

3 wawancara
4 Mahkamah Aguns
(Jakarta: B

Rl, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

s, Bk Tl adilag, 2010), him. 14,
g Y
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b. Dalam pendafaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada

petugas Meja I adalah:

1) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua

Pengadilan Agama.
2) Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon

menguasakan kepada pihak lain).
3) Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa

advokat.
4) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).

c. Surat gugatan/ permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak

Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk

Gugatan/ Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum

pada SKUM.

e. Petugas Meja [ memasukkan surat gugatan/ permohonan tersebut

dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan folmulir:

PMH, penunjukan Panitera Pengganti, penunjukan Juru Sita Pengganti,

PHS dan instrumen.

2. Tahap Pra Mediasi

Bilamana pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak sudah

lengkap, maka berdasarkan ketentuan pasal Pasal 130 HIR / 154 (1) RBg

7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

jo. Pasal




Medla-ﬂ.
(?Vegosm.w  vsal 8 Pe

hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu

menempuh mediasi.

Dalam pelaksanaan berdasarkan ketentuan pasal Pasal 130 HIR/
154 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008, terlebih dahulu hakim akan menanyakan persoalan yang
terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi

terlebih dahulu.s
Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu memilih

mediator yang akan menangani perkara tersebut. Selain berhak memilih

mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu

mediator atau lebih dari satu mediator.®
Mediator yang menjadi penengah dalam suatu pokok perkara yang

sedang diperiksa di pengadilan, dipilih oleh para pihak berdasarkan daftar
mediator yang ada di setiap pengadilan.
Para pihak dalam jangka waktu dua hari berunding untuk

menentukan mediator yang akan menengahi perkara yang sedang terjadi.

Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak telah menentukan

mediator, para pihak menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim.

Atas pilihan mediator tersebut, Ketua Majelis Hakim memberitahukan

cepada mediator yang terpilih untuk segera melaksanakan tugasnya pada

perkara yang sedang ditengahinnya.

5 jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di L i
Konsiliasi & Arbitrase), (Jakarta: Vislmedla,g 2011), ‘hlmw;rs Pengadilan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.
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Sebaliknya, apabila para pihak tidak dapat menentukan hakim

mediator i
yang akan menangani perkara tersebut, mercka wajib
menyampaikan hal tersebut kepada Ketua Majelis Hakim. Ketua majeli
. ajelis

Hakim akan segera menunjuk Hakim yang bukan menangani pokok
0

perkara tersebut.”

Selama ini semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama

Purbalingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008

diselesaikan menggunakan mediator yang ada dalam daftar Pengadil
an

Agama Rurbalingga.®
Setelah para pibak mendapat mediator sebagai penengah pokok

guna memberikan kesempatan dalam mediasi maka Ketua

perkaranya,
g dengan menetapkan hari sidang berikutnya dan

Majelis menunda sidan

memerintahkan kepada para pihak untuk hadir kembali pada hari dan
tanggal yang telah ditetapkan dengan tidak dipanggil lagi, sclanjutny
’ a

Kketua majelis menutup persidangan.

3. Tahap Mediasi
Setelah ditetapkan
pihak diberikan pada mediator untuk dipelajari. Maka

mediator bagi para pihak, dan dokumen-

dokumen pard
mediator menentukan jadual pertemuan mediasi bagi para pihak dan
kepada para piha hadir. Proses mediasi dilaksanakan pada

mewajibkan
Purbalingga pada tempat yang telah ditentukan

7 pasal 11 Peratura? Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
s wawancars dengal Syahrial Hakim sckaligus Mediator di Pengadilan Agam
a

balingga 1April2011.
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Bilamana kaukus hanya pertemuan antara mediator dengan salah
satu pihak, pihak Penggugat saja, atau Tergugat saja, maka pihak lain tidak
diperlukan hadir, dan pelaksanaan proses mediasi tetap dapat

dilaksanakan, dan tidak terjadi hambatan.’
Jangka waktu penyelesaian yang diadakan oleh Hakim Mediator

an kedua belah pihak tergantung pada permasalahan yang akan

deng

diselesaikan. Akan tetap
0 menit setiap kali pertemuan dan pertemuan yang diadakan

i biasanya rata-rata menghabiskan waktu 10

hingga 2

dapat berlangsung dari
sekali saja pertemuan dalam mediasi, khususnya dalam bidang

1 hingga 2 kali pertemuan. Namun sering kali

hanya
raian jika salah satu atau para pihak tetap bersikukuh ingin bercerai
a mediasipun gagal dan dilanjutkan pada proses acara persidangan.'’

4. Akhir Mediasi
Dalam proses mediasi hanya ada 2 (dua) kemungkinan yang

diperoleh “perhasil” atau “gagal”, dalam hal mediasi berhasil mencapai
kesepakatan

harus ditempuh oleh para
om sengketa perkawinan ( perceraian
gugat/ Pemohon pada persidangan berikutnya harus

dalam menyelesaikan sengketa, terdapat dua prosedur yang

pihak antara lain'!:

. Dal dengan cerai gugat atau cerai

talak) pihak Peng

menyatakan mencabut

dengan Syahrial Hakim sekaligus Mediator di Pengadilan Agama

0 ywawancars dengan
21 Mei 2011.

Ibid.

gugatan/ permohonannya, karena dibidang
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5. Kekuatan Hukum

Perjanjian
nana dua pihak membuat suatu

mengakhiri suaft

sementara
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sengketa perkawinan apabila proses mediasi berhasil mendamaikan

kedua pihak, maka perkaranya harus dicabut.

. Dalam sengketa-sengketa selain perkawinan, seperti ekonomi syari'ah,

waris, gono gini dan sebagainya bila terjadi damai, atau mediasi

berhasil, maka kedua pihak dapat membuat kescpakatan-kesepakatan
yang diinginkan, dirumuskan bersama kedua pihak (dapat juga dibantu
mediator) Yyang kemudian dituangkan dalam sebuah “Akta

Perdamaian”, pada persidangan yang ditentukan Akta Perdamaian yang

dibuat secara tertulis tersebut, oleh Majelis Hakim dibacakan kembali
kepada kedua pihak, apabila kedua pihak menyetujui selurub isi

persetujuan perdamaian tersebut, Pengadilan Agama menjatuhkan
putusan dengan dua diktum:

Menghukum kedua belah pihak, untuk menaati isi persetujuan yang

ihak untuk membayar biaya perkara.

Akta Perdamaian Dalam Mediasi
Perjanjian damai termuat dalam scbuah akta perdamaian.
pcndamﬂian (dading or compromis) adalah suatu perjanjian di
perdamaian untuk menyingkiri atau
perkara, dalam perjanjian masing-masing melepaskan

pak-hak atau tuntutannya.

2 gubekt pakok—Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), him. 172.
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Semua persetujuan yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuamya (pacta suntservanda). Jadi jelas,
akta perdamaian merupakan undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya. |

Akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
putusan hakim (berkekuatan hukum tetap) dan dapat dieksekusikan.
Apabila ada pihak yang tidak mau menaati isi perdamaian, maka pihak
yang dirugikan dapat memohon eksekusi kepada Pengadilan Agama."
Eksekusi dilaksanakan seperti menjalankan putusan hakim biasa. Pasal
130 HIR Ayat 2 menyebutkan bahwa:

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu

bersidang, maka diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam

mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang
diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalan

sebagai putusan yang biasa."
jan dicatat dalam Register Induk Perkara yang

bersangkutan pada kolom putusan. Akta Perdamaian tidak dapat

dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Demikian pula

terhadap akta perdamaian tidak dapat diajukan gugatan baru lagi."”

____————/—_ Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan

13 Wwitanto, Hubn‘;;l yh iast Delam Per
um dan Peradian ama Mun No. 1 Tahun 2008 Fentan
Pegsffuﬁ"M%m; di Pengadilan, (Bandung: Alfabeta, 2011), him. 47, 4
pr W 7ainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam
Linghungen Pperadilan Agame, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1992), him. 65.
mghungl fukti Arto, Prakiek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet 1
Pelajar, 1996), him. 93.

(Yogyakarta:
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Contoh i
akta perdamaian dalam perkara ekonomi islam di

Pengadilan Agama Purbalingga'®:

AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg.

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Oktober 2010
: ) . » dalam idan
;l:fel:ﬁ:d'ﬂan dazg@mﬁg a};;;rbahnkif: yang terbuka untuk m}:le;slxl ygnmg1
memeriksa m i -perk i
mem dan o perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama,
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR
: S) B i
Perwira, yang b.erkedudukan hukum di Jala)n Mu’l?.nl?lax;:a
m Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh P?
WALIYUDIN, SE,MSL, dalam kedudukannya
selalsu Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah '(BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada SUGENG, SH.,MSI., Advokat yan
peralamat kantor di Rt.12 Rw.06 Desa Cenganf
Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sebagai
“PENGGUGAT”; iy
MAYA SULISTYANI, umur 35 tahun, agama Islam 3
. : , , pek
Wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT.pOeOZ?{a\:/n
002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.
sebagai “TERGUGAT I’ .
PURWANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirasw
Empat tinggal D;sa Pasir Wetan RT.rJ 004 RW ?)s()tg’
ecamatan Karanglewas, Kabupaten B ' i
«TERGUGAT II"; peien, oy, s
Selanjutnya Penggugat disebut juga sebagai Pihak I dan Tergug
dan Tergugat II disebut juga sebagai Pihak IT; !
Para pihak tersebut menerangkan bahwa mereka bersedia untuk
mengakhir persengketaaf‘ antara mer;ka seperti termuat dalam surat
tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan
mediator Drs. H. NANGIM, MH., Hakim Pengadilan Agama Purbalingg
dan untuk itu telah mengadakaﬂ P%’::;lujuan sebagai berikut : ------------- -
: -

oemmemmmmmm e

Bahwa Pihak I me_ngakui dan bersedia membayar semua tanggungan

perupa pengembalial pokok pembiayaan, tunggakan bagi hasil, donds
takwid dan biaya kuasa hukum kepada Pihak I sebesar Rp. 92.664.125.-
p ul uh lima ruplah) pallng lambat t;nafagazl 15 Desembel' 2010; emeSesssesses-

-

Agama Purbalingga, Salinan Akta Perdamaian.

16 Arsip pefkm Pengﬂdil an




!
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Contoh akta perdamaian dalam perkara ekonomi islam di

Pengadilan Agama Purbalingga'®:

AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 1165/Pdt.G/2010/PA.Pbg.

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 Oktober 2010, dalam persidangan
Pengadilan Agama Purbalingga yang terbuka untuk umum yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama,
telah datang menghadap :

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra

Perwira, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono

No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H.
AMAN WALIYUDIN, SE.MSL, dalam kedudukannya

selaku Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada SUGENG, SH.MSI., Advokat yang
beralamat kantor di Rt.12 Rw.06 Desa Cendana,
Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, sebagai
«pENGGUGAT™;
MAYA SULISTYANI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW.

002, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas,
sebagai «“TERGUGAT I’’;
PURWANTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal Desa Pasir Wetan RT. 004 RW. 002,
Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, sebagai
«TERGUGAT II”’;

; Penggugat diseb.ut :iuga sebagai Pihak I dan Tergugat I

dan Tergugat II disebut juga sebagai Pihak II;

Para pihak tersebut menerangkan bahwa 3nereka bersedia untuk
engakhiri persengkctaan antara mer.eka seperti termuat dalam surat
gakhjwrse]but, dengan jalan perdama'uan melalui proses mediasi dengan
mediator Drs. H. NANGIM, MH., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga,
dan untuk it telah mengadakan Pe;:::il];‘an sebagai berikut : ---------------

Pihak 11 mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan yang
aﬁﬁ pengembaliﬂn pokok pembiayaan, tunggakan bagi hasil, denda
takwid dan biaya kuasa hukum kepada Pihak I sebesar Rp. 92.664.125,-

f i enal;n; ratus len;t;l lguluh empat ribu seratus dua
. : aling lambat tangg esember 2010; -=---=-eeeemeee-
pulub lima rupia™) P Pasal 2

- - - - - -
—wmmm—n s
———————

-
-_-------""-

Agama Purbalingga, Salinan Akta Perdamaian.

i assip perkars Pengadile?




56

Mengingat pasal 130 HIR dan Perma Nomor : 1 tahun 2008 serta ketentuan

perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini; «=vesseeeses-
MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
RS) Buana Mitra Perwira (H. AMAN WALUDIN, SE.MSIL) dan

MAYA SULISTYANI serta PURWANTO tersebut untuk mentaati
persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

2. Menghukﬁm Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah): ------------—--

Demikian diputuskan ini dijatauhkan dalam rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2010 M. bertepatan
dengan tanggal 27 Syawal 1431 H, oleh Kami : Drs. AHMAD FAIZ,
S.H..MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga
sebagai Hakim Ketua, Drs. H. NANGIM, MH dan Drs. AL MAHDIY, SH.
masing-masing sehagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh MOH. FARHUDIN,

Pengganti, yang diucapkan pada hari itu juga dalam

SH. sebagai Panitera o T
sidang afrzrbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan para

Tergugat;
HAKIM KETUA
. td
Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,.MSL
HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
ttd.

Drs. H. NANGIM, ME. Drs. AL MAHDIY, SH.

PANITERA PENGGATI

ttd.
MOH. FARHUDIN, SH.

Perincian Biaya Perkard : R
o p. 65.000,
| LARR. w= Rp. 50.000.-
] su.asl ow . 4 L)
2. Administrasi 777 Rp. 580.000,-
3. Pemanggilan Rp. 6.000.-
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Perjanjian damai antara para pihak di atas, baik pihak I (pertama)
sebagia Penggugat ataupun Pihak II (ke-dua), dan IIl (ke-tiga) sebagai
Tergugat akan timbul suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan
damai di atas yaitu bahwa Pihak II mengakui dan bersedia membayar
semua tanggungan yang berupa pengembalian pokok pembiayaan,
tunggakan bagi hasil, denda takwid dan biaya kuasa hukum kepada
pihak I sebesar Rp. 92.664.125:-
empat ribu seratus dua puluh lima rupiah) paling lambat

(Sembilan puluh dua juta enam ratus

enam pulub

tanggal 15 Desember 201
melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Pihak I , maka

Pihak II mempers

0, dan apabila Pihak II ternyata tidak dapat

:lahkan Pihak I untuk melakukan sita eksekusi yang
dijatubkan dengan lelang eskekusi terhadap aset milik Pihak II. Begitu

halnya pada pihak III sesuai dengan isi kesepakatan yang tertera dalam

akta perdamaien di at2s. S
yang dituangkan dalam akta perdamaian di atas akan

etiap janji itu mengikat (pacta suntservanda),

dan hal-hal

. bulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

me!

Diselesaikan Secara Mediasi di Pengadilan Agama
010.

Purbalingga Tab®" 20052
; jilan di Indonesia mengenal dua bentuk kekuasaan
kekuasaan absolute (absolute competentie) dan

(kewenanga”)’ y
mpetentie). Kewenangan absolut adalah

e (relative €0
li (attributie van rechtsmachi) sesuai peran dan

kekuasaan relati
kekuasaan untuk menged

ama misalnya) harus menyatakan tidak

(peradﬂan ag
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berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bukan menjadi
kewenangannya. Sedangkan kewenangan relatif mengatur pembagian
kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada
tempatnya.'’

Peradilan agama mengadili perkara perdata tertentu bagi mereka yang

beragama Islam meliputi: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, sl ah dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum

Islam.'® Pengadilan Agama Purbalingga menyelesaikan beberapa perkara
jama tahun 2009-2010 yaitu sebagai berikut'®:

yang ditangani se
Tabel 4. Perkara PA Purbalingga Tahun 2009 - 2010 |
~ i Jumiah | Jumlah |
(;o Jenis Perkara 2009 2010 !
— T <isa Tahun 2008/2009*” 385| 386 |
— T Diterima 1850 2021 ‘
—Jumlah 2235 | 2407
7 68 74
1 | Dicabut __
7 [ 1zin Poligan__— S —
3 | Pencegahan Perkawin®® ' :
4 | Pembatalan Perkawinad ____—_ 2 -
..-S—-Wwa'iban Suami/ Istri - -
— @ 1239 | 1280
"“é" Harta Bersama z -
g | Penguasaan = - -
70 | Pengesahan ADSK_ : :
[
_____________-/’ haruan Hukum Acara Perdata Peradilan A da
17 J‘gﬁ‘dm’m;; :mb(t}m: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), hﬁ:.m‘;m’:
Makhkamah SY%r 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989
124. Nomor 3 Tabun
U Agamd pasal 49 4 ('lti}aan Pengadilan Agama Purbalingga
Tentang 5mdﬂk:';nen'Admisistrw R erlara pada tahun 2009, s
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11 | Pengangkatan Anak

12 | Perwalian

13 | Isbat Nikah

14 | Dispensasi Kawin

15 | Wali Adhol

16 | Kewarisan

17 | Wasiat

18 | Hibah

v =] I N e =]

19 | Shadagah

50 | Ekonomi Syari'ah

Lain-lain

Ditolak

Tidak Diterima

Batal

1849

1913

Jumilah

386

495

22
23
24
[ 25| Gugur
26
27
28

Sisa Akhir Tahun

29 | Banding
| i

NIN|A

| Kasasl___ .
31 | Peninjavan Kembal

Agama Purbalingga meReF™

jumlah keseluruhan perkara yang masuk di Pengadilan
. 2.235. Sedangkan pada tahun 2010 mencapai
yang ditangani Pengadilan Agama
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Dari data di atas Pengadilan Agama Purbalingga belum secara efektif

menjalankan mediasi setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2003 dan Nomor 1 Tahun 2008 oleh karnanya pihak

Administrasi Kepanitraan Pengadilan Agama Purbalingga belum sepenuhnya
membukukan laporan mediasi pada tahun 2009. Pada tahun 2010
keberhasilan mediasi mulai nampak di Pengadilan Agama Purbalingga yaitu

sebanyak 12 perkara dari 2.407 sedangkan awal tahun 2011 hanya 2 perkara

yang dapat diselesaikan melalui mediasi.
Apabila dibandingkan dari jumlah perkara yang terdapat di Pengadilan
Agama Purbalingga deoged jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
mediasi tersebut, sangat jauh dari yang diharapkan. Apa yang

Mahkamah Agung ketika mengeluarka aturan Nomor 1

melalui

yaitu pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di

enjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah

pengadilan dapat ™
gadilan serta memperkuat dan memaksimalkan

perkara di pen
gadilan dalam penyelesaian sengketa, proses penyelesaian

fungsi lembag? pen
yang dapat memberikan akses lebih besar kepada

penumpukan

konflik ataupud sengket?

para pihak menemukan penyelesaian

yang memuaskan dan memenuhi rasa

keadilan, pelum sepenuhny?d terwujud.




BABIV

ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI BERDASARKAN PERMA

NOMOR 1 TAHUN 2008 DI PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Bab ini akan membahas tentang analisis pelaksanaan mediasi di

Pengadilan Agama Purbalingga, fokus analisis adalah terkait dengan penerapan

proses mediasi dan ofektifitasnya yang meliputi faktor dari dalam para pihak,

faktor dari luar para pihak beserta analisis SWOT mediasi.

Para Pihak
unyai empat kebutuhan dasar psikologis yang

A. Faktor dari dalam

i Setiap orang memp
J dapat m emmbulkﬂn perpecahﬂn antar individu. Keempat kebutuhan dasar
psikologis ini adalah ke inginan untuk dihargai dan diperlakukan sebagai
ginan memegang kendali,

| manusia, kein
cinginan untuk konsisten. Jika hal tersebut tidak terpenuhi

keinginan memiliki harga diri yang

lisihan akan timbul antarindividu.! Misalnya

yang dimiliki antar tetangga atau

Sengketd piasany?a terjadi karena ada pihak yang dirugikan oleh

perselisiha® akan
apa Yang diperselisihkan. Perselisihan akan berakhir jika

ang perselisih merasa bersalah dan dapat mengalah.

pihak e timbul karena masing-masing merasa benar,
merasa berhak 825

salah satu P'hak

To Manage Conflict win-win Solution,( Jakarta: Erlangga,

| peg Pickeri"® How

2001), him. 14'

63
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1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 ).

B. Faktor dari luar Para Pihak

Mediator sangat berperan penting dalam menjaga kelancaran

mediasi, karena fungsinya bukan hanya sebagai penengah, tetapi juga harus

membantu para pibak dalam mewujudkan penyelesaian permasalahan

sehingga dapat méﬁghaSilkan‘ kesepakatan bersama. Selain itu mediator
harus mampu membantu para pihak menentukan untung dan ruginya jika

5
menerima atau menolak suatt pemecahan masalah.

pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2008, mencantumkan secara jelas

tugas mediator, pamun di dalam prakteknya belum tentu mediator

aik. Apalagi di Pengadilan Agama

adi mediator pada pokok perkara yang bukan ditanganinya

\ ara rata-rata 200 (dua ratus) perbulan.®
hakim sekaligus menjadi seorang mediator pada

fungsi menj

dengan jumlal
pokok perkars Y0 ik dangers ¢

karena panyakny3

purbalinggs- Sehingg? kurang
rsengketakan-

apa yang dipe

am melaksanakan mediasi, dapat
perkara yang masuk di Pengadilan Agama

timbul
fokusnya mediator dalam memahami materi

tentang

mbangan PPL oleh JV Rantoknam di Pengadilan

. ri Peng® :
. peny%M;thanu&ﬁ 2011 dan hasil Wawancara dengan Yusro Praktisi

k;:;,“ ggal 21 Juni 2011
Hukum di PUWO" o dengas Syahrial Fiaki

sekaligus Mediator di Pengadilan Agama




seorang hakim dengan segala kepribadiannya yang melekat dalam diri

ckaligus seorang hakim).
yang senada, kegagalan mediasi tidak

mediator (yang S

Nampaknya dengan alasan
hanya terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga, akan tetapi juga terjadi
discluruh Pengadilan Indonesia.’ Masuknya mediasi kedalam proses
adilan akan menambah

beracara di Peng

penyele saian pennasalahan Padahal jelas salah satu asas Peradilan adalah

sederhana, cepat dan DIy ringan”
Mediator di Pengadilan Agama Purbalingga terdiri dari kalangan

waktu dan memperlambat jalannya

iliki sertifikat (pernah melakukan pendidikan
ancara Penulis dengan hakim mediator dan Panmud

urbalingga, tidak semua mediator mengikuti

adilan Agam? P

Hukum Peng
sebagian dari mercka mencari dan mempelajari sendiri

uruh hakim yang ada di Purbalingga, hanya satu

relah memiliki sertifikat. Apabila dicermati, hal ini

: an mediator terhadap tugas dan fungsinya
. mimmnya pemahaln

menunjukkan

. 1or. Hal Y208 sangat

para pihak yang bersengketa agar para pihak

penting dalam proses mediasi adalah

¢ dalam mengungkapkan pendapatnya. Apalagi dalam

- Nur Hakim Pengadil.an Agama Sangekti, Yusro Praktisi
7 Wawancal‘a dengal *yuliana Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi,
Eni DW permasalagan dan Penerapan KUHAP, ( Jakarta:

P e g e EAD
T mm————i Y )
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masalah perceraian, adanya kaukus sangat diperlukan, pengadaan pertemuan
secara sendiri-sendiri dapat menciptakan pendekatan bagi mediator terhadap

para pnhak sehingga gejolak emosi tetap terjaga karena tidak berhadapan

langsung. Lain halnya dalam permasalahan harta gana-gini, waris, sengketa

ekonomi dan kasus keperdataan lainnya yang berhubungan dengan

kebendaan atau kepemilikan hak’

C. Analisis SWOT Mediasi

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat
ektif mengatasi masalah penumpukan perkara

maksimalkan fungsi lembaga

g lebih besar kepada para pihak menemukan

yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. '°

penelman penulis yang
si hukum dan pihak-pihak yang pernah

Dari hasl melibatkan Pengadilan Agama

purbalingga, beberaF? prekt
gama Purbalingga maka dengan

analisis deskriptif dari pembahasan-pembahsan

nyelesaian konflik yang ditangani oleh

menggunakan metode
e

rkaitan dengan P

sebelumnya, Der
pengadilan Aga™? purbalingga secars 871 besar dapat penulis tangkan ke “
It
s wawancard jongan Anwar  SOrE Advokat, Purbalingga  tanggal k
¢ Nomor | Tahun 2008
|

14 Mei 2011 Mahkﬂmah Agun,




dalam analisis SWOT'",

ancaman dari pada faktor cksternal dan internal
ab musabab yang ditimbulkan oleh Pengadilan Agama
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yakni dilibat dari kekuatan, peluang, kelemahan dan

proses mediasi. Faktor internal

analists i threat.

1 KomPOBe T yai

di sini adalah seb
Purbalingga, sebaliknya faktor eksternalnya adalah dari luar Pengadilan itu
sendiri baik para pihak ataupun kuasa hukumnya.
Tabel 7. Analisis swOT Dilihat dari Segi Kekuatan dan Peluang
] OPPORTUNITY (Peluang)
KSTERNAL [ 2. g | &, 5 |8
FAKTORE gg :3_5 % _'é é
5 | 8= 3 5| ¥5
2B, =3| £
- 8 = - -
L REI
= | o > g s = Y
gqé B g S5 25
- -4 = = -~
AEEREINE R
as E5g | >| s £ES
S =
2% g E AR A £ S §
Z & g|= |88 <8 g
INTERNAL e | &
FAKTOR l 5 13 :
STRATEGI (S5.0) kekuatan-peluang
| kuatan) |
STRENGTH (K¢ sHRE Mediasi  dilaksanakan  sesuai  dengan
- : lq'ggka, twakie |- ketentuan Perma  Nomor 1 Tahun
Mediast “bagmﬁ masalal 2008.(84,01,2:4.5)
_lza_la:n—/nwmec/——z—- 5. Mediator mengadakan pertemuan terpisah
K epercayam‘ bagi (separate sessions) dan Pertemuan bersama
Terbangun¥® " 4ot0r) dalam (Join meeting).(52,01,3,4,5)
penengahah (‘:}a pibak B L}_‘___I\ff._dl?tor memberi stimulus terhadap para
e

terdiri dari S yaitu strength, W yaitu weakness,
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Mengurangi penumpukan perkara | 3
di Pengadilan

Ketentuan proses beracara dalam
mediasi telah dijelaskan ~dalem
Perma Nomor 1 Tahun 2008

pihak untuk menyelesaikan permasalahan
yang dihadapinya.(83,03,4,5)

Menjaga para pihak untuk keluar dari area
konflik.(S3, 04,5)

Membantu para pihak menentukan untung
dan ruginya jika menerima atau menolak
suatu pemecahan masalah.(04,5)
Mendorong para pihak untuk tidak bertahan
pada pola pikiran yang posisonal tetapi
harus bersikap terbuka dan mencari
alternatif penyelesaian pemecahan masalah
secara bersama.(S2,03,4,5)

-

FAKTOR EKSTERNAL

7 | 1.

pilibat dari Segi Kekuatan dan Ancaman

"‘\ Kepolosan masyarakat pencari keadilan \ \

2.

THREAT (Ancaman)
FETRE 5

Ezg i1 |32

L2% |45 |25
¥ (38§ |48 |§§
Z |g 8 |&°® -
5 |£2% |e2 |§5
FEREE 58 |93
< 182% |38 |34,
Q. L ] c0
g %g g | 222|282

=o

8 |5gf |FE% |88
2 3 4 5
STRATEGI(S.T) kekuatan-ancaman

Mediator mengadakan pertemuan terpisah
(separate sessions) dan Pertemuan bersama
(Join meeting).(S1,2,3,T1,5)

Menggunakan waktu seefektif mungkin.

e
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. ukan kﬂl‘a 3 (Sls3v T455)
xﬁmmpenump pet 3. Menstimulus para pihak untuk tidak
& bertahan pada pola pikiran yang posisonal
tetapi harus bersikap terbuka dan mencari
— alternatif penyelesaian pemecahan masalah
Ketentuan proses beracard dalam | 4 secara bersama. ( T1,4,5)
mediasi telah dijelaskan dalam
Perma Nomor 1 Tahun 2008
/__,_______L_
5. Analisis SWOT pilihat dari Kelemahan dan Peluang
Tabel
T OPPORTUNITY (Peluang)
- 75
N
:'_g . = @ S
¢ AKTOR EKSTERNAL _‘gg 'ggé % ag %55
; . &b
8 g agé B gw’a %%3
g‘g.—- R AR RN Rad |
oo'g_gg.gh a;é‘_?. s 85 '
g E i) ® §§ 3 _S 8 8 ¥
=gl T d | 228 |29y |
R
5 g ‘§ k=Y 5‘ 5 g E 5 'ﬁ S
2 B g SES| = |mA&S |58 R
’1""""' 2 3 4 5
AL
FAKTOR INTERN —STRATEGI (W.0) Kelemahan-Peluang
Weakness (kelemahw) 1| 1 Membuka peluang menjadi mediator dengan ,;1‘
- tidak Letentuan ~ dan  prasyarat  yang
Fumlah mediator Y£ 1 memenuhinya.(W1,2, 04.5)
imbang dengan per 2. Pengadaan, pelaksanaan pendidikan
In.asuk' - “"2"‘ mediator.(wz,4,0 1 $495 ) . .
- —sekaligus 3. Dalam permasalah _perkawman, lebih
Dualisme ﬁm-gm,r halmmeski pukan ditekankan pada para pihak secara langsung
menjadi media®® " g (i diwakilkan/ dikuasakan).
k0k pe[kﬂra (w 4,02939495)
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Anggapan masuknya perkara di | 4
Pengadilan sebagai jalan akhir
Tabel 9. Analisis SWOT Dilihat dari Kelemahan dan Ancaman |
— ‘
THREAT (Ancaman) ]
FAKTOR EKSTERNAL B = |
8 §8
. g 'l't;\ = 8 = .
<
ERETSRFE O
5 80 x84 | 23 B
g938 598538
s (9538 SEE|luds
A 5553 3 £ =
AERELEE S
B 52§ 2| 8 g
§ ‘s & E @ g '§ gl oy S
&8 =g 83| §3
X SFEHERY Bk
FAKTOR INTERNAL el Rald SHEELIELE:
1 2 3 4 5
—STRATEGI (W.1) Kelemahan- |
Weakness (kclemah‘m) e e ; |
f : —-1’ 1. Membuat papan informasi hal mediasi di
Tumlah mediator Yan& “dﬁkk irobang Pengadilan.(T1) mediasi di i
dengan perkara yané mast= ;
i —T3 | 2. Membangun kepercayaan para pihak. |
Dualisme flln83i’ haklmkg;e k;g]%:z . P (2) :
menjadi mediator, D¢ yang 3. Mengadakan efaluasi kinerja, khususnya |
pada  pokok perkard dalam meningkatkan mutu pemberi
W/ keadilan bagi masyarakat.(W3,4,T1,4) il
3 . f
, — ses 4. Pengikutsertaan peran para ihak ‘
Formalitas medias! dalam P peran para pihak secara |
. ilan . langsung tanpa diwakilkan atau d i
beracara di Pengad 1 o hukumnya. (T3) engan ij
uknya kara di 'r
Anggapan M85 01 akhir |
Pengadilan sebag?' jalan .:
\ — men'llnjuk”n kekuatan, peluang, kelemahan dan {
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yang telah penulis jelaskan pada

Pengadilan Agama Purbalinggs. Seperti
para pibak dan dari luar para pihak, keberhasilan

Faktor dari dalam diri
mediasi bukan saja nampak pada proses perdamaian yang menghasilkan
akan tetapi b
menjalankan tugas dan fungsiny2 sehingga dapat tercipta suasana emosi yang

mengasihi dalam menyongsong hubungan kepentingan

kesepakatan bersama agiamana SCOrang mediator dapat

imbang, rasa kasib

masa depan (for the future)
(not the ast, but

ridak tenggelam memperdebatkan sengketa atau
the ﬁmlre).

permusuhan masa lalu

sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas,

yang menghambat keefektifan mediasi
mediator yang baik. Oleh karenanya

membantu penyelesaian

12
yam'l. (decisionframi"g)
i g bertele-tele, seorang

susunan Uo rusahamem .
. be , takan
dan menciP ruran dasar, mengendalikan

dan
2. Taktik mePE™° ang mediator menYUSt or, memberikan teladan
meng8U"? " embuang jauh-jauh isu-isu yang

ta di Luar Pengadilan ( Jakarta: PT

m\mwm»wmli\wmwzwm?wr
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3. Taktik yang bersifat informatif
Taktik ini dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan, mendesak para
pihak untuk berbicara, dan mengajarkan proses tawar-menawar.

4. Taktik pemecahan masalah
Dalam menjalankan taktik ini, seorang mediator melakukan
penyederhanaan sengketa, mengembangkan kumpulan kepentingan yang

sama.

Dari beberapa taktik-taktik di atas merupakan sarana yang efektif bagi

alankan proses mediasi

agar menemukan penyelesaian

mediator dalam menj

yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

penulisan dari bab I sampai V skripsi ini

berikut:

Berdasarkan hasil kinerja

penulis dapat merumuskan kesimpulan sebagai

an mediasi ke

ntuan pasal 130
. 1 tahun 2008. Penyelesaian perkara di

dalam Pproses beracara di Pengadilan

1. Pengintegrasi
didasarkan pada kete HIR/ Pasal 154 Rbg, kemudian
ui mediasi, menjadikan Pengadilan

agai sistem penyelesaian yang imbang

berfungsi seb

berhasilan mediasi

qruh dalam K€

I mcnjadi suatu hak bagi para piha.k yang

gahi perﬂlasalahan yang dihadapi.
i Pengadilan Agama

terutama
adanya jumlah jenis perkara

perkara—perkara yang
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B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis ingin memberikan

saran-saran kepada beberapa pihak. Pertama, Kepada Perguruan Tinggi
rto khususnya untuk membuat Jembaga mediasi dalam
mutualitas mahasiswa SY

ahan Hukum Yang ada pada Masyarakat.

STAIN Purwoke
ari'ah khususnya dalam

pengembangan tingkat

anan permasal
membuka peluang pada kalangan

membantu penang
Kodua, Kepada Lembega Pensdi™” untuk
ukum khususny2 dalam mengembangkan model

praktek h

) ] esaian sengketa. Ketiga, Kepada praktisi

mediasi penyel .
:1an yang semestinya bagi masyarakat.

Purwokerto, 28 Juni 2011

Penulis
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sebab- sebab yand

(1)
Jik
a setelah batas waktV maksfr"a'

13
) ayat (3), par@ pihak U i
erka ator W
b ndung dalam pasal ~-' ed[awﬂ Kke ada pakim-
gal dan memberitahukﬂn 292 t, h2 im meran;uﬂfaf‘ ’
u
.ahud” rseb”
ap pervenand

()
- S
:gera setelah menerim? pe
etentuan hukum acara yang bedaku' klm pemen
: I pend

(3)
Pa
. da tiap tahapa’ pem
endorong atau mengUSah kan Der




(1)

(2
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

erlangsung paling lama 14 (empat belas)

d dalam ayat (3) b
rdamal kepada hakim pemeriksa perkara

kan keinginan be

gaimana dimaksy

Upaya perdamaian sebd
han kenja sejak hari pard pthak menyamp?!

yang bersangkuian.

dan pengakuan para pihak dalam proses

Jika para pihak gagal mencapdl kesepakatd™ pemy222° )

Cdak dapat Sigunakan Jam proses persndangan perkara Yang
fobs

ain.

mediast

atau perkard I

bersangkutan
g bersangkutan.

Catatan mediator wajiD dimusnahkano
pakatan

oleh diminta
enal pertaﬂg

a maupuft perdatd atas sl kese

Mediator tidak b

Mediator tidak dapat dik

il proses mediasi.

perdamaian has

Medias! dapd

yang disepakati oleh pard

Penyelenggar

Jika para pihak mE
para pihak perdasarkan

PERDAMAIAN DI

Para pihak, at3s dasar keseP?™
slom Prose® ba"d"fr'lg
: . ndind
sedang diperiksd pada tingkat ba
diputus. . o per
) en
Kesepakatan P pihak nt myang meng?d'" peritahtk®” ke
i perta™ Jili 56967 me k.;hendakt’f’m
Ketua Pengadilan Ting agadi ung tentan?
tam?
atd
(wendnd

yang sedang d

Ketua Pengadila” Ti

Tingkat Banding yand
perdam@ i

menempuh

-Q




kasasi, dan peninjauan kembali

gkat banding,
ali wajib menunda

dan peninjavan kemb

edang diperiksa di tin
(empat belas) hari kerja sejak menerima

at banding, kasasi,
gkutan selama 14
pihak menempuh
uan kembali belum

iman berkas at
yakan perdamaian.

\":] JI' ! N
(d perxara 53
Ara yang bersé r'.gkutdﬂ S

majelis h
jelis hakim pemeriksa di tingk

ang bersan
perdamaian.

0 1

pemeriksaan perkara Y
ang kehendak pard
sasi, dan pcninja
jib menundd

pembentahuan tent
anding, kK3 dikirimkan, Ketua Pengadilan
su memori banding, kasas!

ngkutan wa
ember! kesempatan

(5)
ka berkas at
5 a berkas atau memori b
ingkat Pe
ertama yang bersa Dﬂngir
kembali untuk m para pihak mengupa

dan permnjauan
pasal 22
angsung paling lama. 14

and dlmaksud dalam pasal 21 ayat (1) berl
- diterima Ketua Pengadilan

agaim
nyampdia

(1) Una

l).'(,‘fa “lffdamman S{fb
(empat betas) hari kerja sejak pe

51 dilaksanaka® di pengadilan yang mengadili

an para pihak.

alam pasal
ang persangkutan

at lain 2

Tingkat Pertama.
a dimaksud d
tas persetuju

B J, AYe Y
yaya perdamaian S r-:!)agalman
emp

tingkat pertama gtau di t

mediator Ketua Pl
iadi mediator

poleh perasal dari majelis hakim yang

ada hakim

ingkat pertama; &

perkara tersebut di
gadilan Tingkat pertamd Y

3} 3

\ k‘

ika para phak mcnghendaki
y lebih unty

m
- enunjuk seorang hakim atd
(4) Me
fediator sebagaimand d!makSUd dalam ayat ©
ngkutan A30° penga <
akatan perdamaian

meme
emeriksa perkard yang hersa
an Tingkat pertamd tersebuts
i t pertame pat meng?
an kembali pntuk

) tidak
orkecuali tidak

pgninjau

lain pada pengadil

Ketud P
elis hakim tind

pcrdamaian. ' N

im pandingds Kasasi: eninjauan kembali dalam

.ot dalam register induk perkara.

(5 :
) Para pihak melalui
kepada maj

secara tertulis
pentuk akta

dikuatkan dalam
aian dltﬂﬂdamnga jeh M |
g (tig? puluh) nari k€
5) P

Pasal 1 ayat (

i i cksud dalam gran
adi sebagalmana ma p di elit! oleh va Pengadllan ”Tg .
malan yand teld _ pertamd dan pare pihak menginginkan

n orkas dan kesepakatal perdamaian

ni ©
ini, jika para pihak
at Pertama atau

(6) Akta perdam

waktu se!ambaHambalﬂVa

7
(7) Dalam hal ter]

an.

akatan per
amah Agung:

mencapal kesep
-h Ketud e
tuk 2
tau Mahk

hakim yang ditunju
perdamaian tersebut dikuatkal dalan i #
- n
tersebut dikirimkan K& pengadile” gingkat °
gab VI
GADILA
gPAK N OF LuAR?
KES
sal 3 _
cha me elesaikan sengketad di luar
( b ertif ang ¢ p n damaian tersebut ke
L ator - ykan .
) Para pihak dengd" pantud? Id o Jap? eng? . deng?” mengajukan gugatan.
s d ald
pengadilan denga”’ kesgpakaban rcleh akt rd?
pyenan untt

pengadilan yand b€

e e aistaids




rtai atau ditampid dengan
a3 hubungan hukum para

(1) harus disel

aksud dalam ayat
buktikan ad

an schagaimand dgim
g mem!

(2 .
2) Pengajuan gugat
amaan dan dokumen

-dokumen yan

kesepakatan perd
am bentuk akta

akatan perdamaian dal

t
pthak dengan objek sengketa.
(3) H
akim dihadapan para pihak hanya akan menguatkan kesep:
perdamaian apabild kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat—syarat sebagai berlkut:
a. sesual kehendak paré pihak;
b.
tidak bertentangan dengan hukum:
c.  tdak merugikan pihak ketiga:
d.  dapat dicksekusi.
e. dengan Ikttkad balk.
gab VII
TORD INSENﬂ
pepOMAN pERILAK mEDI o
pasal 2
jaky mediator
(1 T . i menadt! pedom2" pert
) Tiap mediator dalam mc-njalnnkan fungsmva a)!
,ediator
(2) Mahkamah Agung menetapk?’" pedoman penlaku n
pasol 25 - centif bagi
(05 mediasi dan insentif bag! hakim
(1) Mahkamah A jiakan garan? yand dibutuhkim agi P
Y Agung menyed!
yang berhasil menjalankan’ fungsi mediato™ agung té tang kritert keberhasiian hakim d2n
h A9
(2 ) an M2 kam?
) Mahkamah Agung menerbnkan Peratlf' , ungsi mediator.
insentif bagi hakim yang- o mer®”
pas V7
pENUTUP
pass! ng , 2 Tahu? 2003 tenta"d prosedur
u
hkaﬂ‘ah
5 ‘ yrd
M€ngan berlakunya peratura? (ot -
ediasi di Pengadilan dinyatok? v ”
Pasa' . kan.
sejok 12 ol dne?
. ku
o perid
plik godones® "
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T e .
ema Interview Pengadilan Agama Purbalingga

Lp
ener
apan Mediasi PA Purbalingga

3 Baga;
gaima .
na prosedur mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
ara pihak

berke '
hendak lain ( proses mediasi)

Y
ilam :
ana mediasi berhasil dan gagal.

Bfor,:
fektlﬁtas Mediasi
2
' Bera :
Pa ju -
jumlah Mediator yang berada di PA? mediator hakim d

a . . P .
h mediatoir memiliki sertifikat mediator? Pasal 5 Perm

an non hakim.

a No. 1 Tahun 2008.

C ok
?lka mediator.
- Terkarg
2 .
20 Pa saja yang berhasil dimediasi di Pengadilan A
9-2010 9

gama purbalingga tahun

!
( l{a

an
' ilam Dan Keberhasilan Mediasi
an TR
a dalam kaukus antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh

ain. .
b Pasal 7 poin (2) Perma No. | Tahun 2008.
or yang terbatas.

f Ju
Mlah p,
. :
- erkara yang begitu banyak, dan mediat

€m
Pat pelaksanaan kaukus.




'l‘ e o
ema Interview Pengadilan Agama Purbalingga

Lp
the
rapan Mediasi PA Purbalingga

3 Byga:
gaiman L
b o a prosedur mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga?
mediasi
asi pada asanya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Para pihak

berk ~
ehendak lain ( proses mediasi)

a .
Mana mediasi berhasil dan gagal.

!
" Rfops:
tktifitag Mediasi
2
) Bera .
Pa ju ~
jumlah Mediator yang berada di PA? mediator haki

a S g
h mediatoir memiliki sertifikat mediator? Pasal 5P

m dan non hakim.
erma No. 1 Tahun 2008.

C .
ftlka Mmedjator.
" Ferkarg
a .
20 Pa saja yang berhasil dimediasi di Pengadila
9-2010 9

n Agama purbalingga tahun

]

an Keberhasilan Mediasi

ana d
alam kaukus antara mediator dengan

salah satu pihak tanpa dihadiri oleh

ain. .
b Pasal 7 poin (2) Perma No. { Tahun 2008.
jator yan

" Ju
yang begitu banyak, dan med g terbatas.

tm
Pat Pelaksanaan kaukus.




Ao

PENERAPAN MEDIASI
PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Prosedur Medlasl
Prosed i i
ur Mediasi di Pengadilan Agama purbalingga dilaksanakan

berdasark
a
2008), 5 dn aturan mediasi itu sendiri (mempedomani PERMA Nomor 1 tahun
, Pada
harl sidang yang telah ditentukan, apabila dihadiri kedua belah pihak

Majelis H
aki i

m memberikan penjelasan tentang tahap-tahap persidangan bahwa
ak harus terlebih dahulu

sebelum
menem pemeriksaan pokok perkara kedua pih
puh i
prases mediasi untuk mencari penyelesaian sengketa dengan damai,

Sela

Aga:::t::fb;:a:ua Majelis n.me'rTjelaskan tentang Mediator yang ada di Pengadilan

langsung oleh :gta Untu'f dipilih oleh para pihak, atau mediator tersebut ditunjuk

Penunjukan me: ua Majelis, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan

hasil mediasi Ole;‘ator, <lian waktu rfarl sidang berikutnya untuk mendengar laporan

plhak diperintahi mediator, dan biasanya pada hari sidang pertama tersebut para
an untuk menghadap mediator pada salah satu ruang yang telah

dlSe
diakan untuk proses mediasl.

Prog
es
Mediasi pada Asasnya Tertutup
asasnya tertutup, dimana pada pertemuan-pertemuan
mnya dengna

para plhak 2
ya dapat mengadiri ap

tau kuasa huku

Proses mediasi
abila diizinkaf pihak

Medj
asi tersebut hanya dihadiri

Media
tor, pihak lain diluar tersebut, han
roses mediasi tersebut besar

kinan besar merupakan
prases tersebut

kem Mediasi sifatnya tertutup: karena dalam P

u

b ngkinan terjadi bermacam dinamika yang kemung

sla bagi kedua pihak, dan sudah barangd tentu kerahasiaan
-catatan yang terjadi

boleh keluar dari ruang mediasi dan semua catatan

dala
m

proses mediasi harus dimusnahkan-
diperoleh

gkinan yang
tan dalam

"edi
asi Berhasil atau Gaga!
da dua kemun
i kesepaka

BERHADa'am proses mediasi
Mep SIL atau GAGAL, dalam hal mediasl perhasil M
ye
lesaikan sengketa, terdapat d

pi
; hak antara lain
. Dal
piham sengketa perkawinan (p
ak Penggugat/Pemohon pada perSidaﬂga"

Men
*a ‘?ab“t gugatan/permehend
h bila proses mediasi bern
;rus dicabut.
al
gi am sengketa-sengketa selain perkawinan, sep
ni o
o i, dan sebagainya terjadi damai, atav medias! o
Pat  membuat kesepakatan-kesepakata" yang g
1

nnya,

erti sengketa M

perhasils maka
nkan,




D. 3
umlah Mediator

B
* Medi
ator yang Bersertifikas!

R,

G

Ua

dituangka
n dal
am sebuah AKTA PERDAMAIAN, pada persidangan
yang

dltentuka“ A r m M
kta Pe y £ S
’

acak i

putusan dengan dua diktum :

1. Men
ghuku
m kedua belah pihak, untuk mentaati isi persetujuan yang telah

disepakati tersebut.

. en
2. Menghukum k i m
edua belah pihak untuk membayar biaya perkara.

Pada Pengadi
gadilan Agama purbalingga jumlah mediator sampai Maret 2011

Sebanyak
6
(enam) orang yang kesemuanya Hakim antara lain :

Drs. ABD. ROZAQ, MH.

Drs. SYAHRIAL, SH.

Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.

Drs. AL MAHDIY, SH.

MUNIF WAGIQ, S.Ag., SH.

Drs. H. NANGIM, MH.

hingg:;::tg:ang mediator yang non Hakim d! pengadilan A
011 belum ada yang mendaftar.

gama purbalingga

yang memiliki sertifikat

pbalinggad mediator
rang yaitu

P
ada Pengadilan Agama pur
008, terdapat satu O

Meda

tor

Ors. 4 r sesual pasal 5 PERMA Nomor
- ABD, ROZAQ, MH.

1 tahun 2

ator Mahkamah Agung RI telah

Bt
lka Mediator
pebruarl 2010 Yand

Un
mengey tuk menjaga sikap dan
arkan PEDOMAN PRILAKU MEDIATORP

perilaku Medi
ada tangga! 11

terg;
diri dari 14 pasal

ara-
Perkara yang Berhasl! pimedias
ngga,

daiam :::: Pengadilan Agama purbali
L. pe"karan waktu 2009 dan 2010 yait! 12 perkara Yan
Gugat 6 perceraian sebanyak 9 (sem
. Perkarg pel’f(ara, Cerai Talak 3 perkara-
waris 2 perkara.

+ Perk
ara sengketa Ekonomi syariah 1 perkara:

diri pihak

ed‘as

i

Olet, dengan Kaukus tanpa piha
karena kaukus hany@ P€

Dihak
. plhak Penggugat saj/




di :
perlukan hadir, dan pelaksanaan proses mediasi tetap dapat dilaksanakan,

dan tidak terjadi hambatan.
- Pada Pengadilan Agama Pur
sedangkan mediator diluar Hakim yang memili
sudah pasti menjadi kendala dalam rangka mencapai
karena Hakim-Hakim yang ditunjuk sebagai mediator sudah barang tentu

yang semakin berat, baik dalam mengurus perkaranya
oleh Ketua Pengadilan, yang

perkara,

balingga perkara tiap bulan rata-rata 200
ki sertifikat belum terdaftar,

keberhasiian mediasi,

mempunyai tugas

sendi
endiri maupun tugas-tugas lain yang ditetapkan
kiran.

t pelaksanaan kauku
ma ini belum

kesemuanya memerlukan energi, waktu, dan fi
- Pada Pengadilan Agama Purbalingga, tempa
dilakukan dalam ruangan yang disediakan untuk mediasi, sela
dicoba melakukan kaukus di fuar Kantor pengadilan Agama, mengingat waktu
dan dana yang mungkin memberatkan pard pihak, meskipun mediator yang
terdiri dari Hakim tidak dipungut biaya, (pasal 10 ayat (1) PERMA RI Nomor 1
tahun 2008) akan tetapl para pihak kemungkinan akan mengeluarkan biaya

t .
ambahan bagi mereka sendiri.

s masih

purbalingga, 1 April 2011

NARATOR

——

Drs. SYAHRIAL, SH.
N AGAMA PURE

M PENGADILA ALINGGA

HAK




SURAT KE
EPUTUSAN KETUA PE
“TUA PENGADILAN AGAMA
: PUR
NOMOR : WIT-A 23422 JHK.01.1/172011 BALINGGA

TENTANG
SUSUNAN PERSIDANGAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Penambahan Panitera

?ﬂhwu 4cxlgm1 adanya mutasi Hakim dan
Mengi pcngganu . maka dipandang perlu menctapkan kembali Susunan
ngat ersidangan pada Pengadilan Agama Purbalingga;

I. L!ndmxg-Und:mg Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kckuasaan Keha
kiman;

2. Undang-Undang Nom
scbagaimana, telah diubah
Nomor 5 Tahun 2004 dan peru
‘Tahun 2009,

3. Undang Nomor
na telah di ubah dan d
hun 2006 dan Perubahan

4. Keputusan Mahkamah Agung

KMA/OOI/SK/FIQ‘)I;

or 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
dan ditambah dengan UndangUndang
bahan kedua UndangUndang Nomor 3

an Agama sebagaima
Undang Nomor 3Ta

kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009
Republik indonesia Nomor

entang Peradil

WNE MEMUTUSKAN
ama Purbalingga

PERTAT]\'}P;KAN
Mencabut  Surat Keputusan Ketua pengadilan Ag
HK.O1. 1/1X/2010 tertanggal. 24 September

ke NOMOR : Wi 1-A 23/ 16210/
DUA 2010;
Menctapkan Susunan pcrsidangan pengadilan Agama Purbal.ingga
untuk pelaksanaaln sidang di pengadilan Agama purbalinggd
KE”G sebagaimana {ersebut dalam Jampiran Surat Keputusan 1t
A
Surat Keputusan ini mulal perlak s€j3¥< tangga! Oi\ ll\'Aal:rtl jz?l;:ln
dengan ketentuan apabila dlkchdi n hart tcrdap'at keke m: ¢
Surat Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
D
U AML
/- pada
/,”'/l‘}/' o '
i LL‘[ /.\.‘ "‘ sl
,’/ ‘&4’3:.19
N7
: 5510
by, NIP : 19
Py, :

Keg,
tu
Pcn .
8adilan Tinggi Agama Semarang




DAFTAR HAKIM, PANITERA DAN PANITE

\

PENGADILAN AGAMA

PURBALING,Q“A

NOMOR : WII-A 23/421 / OT.01.3/1

>

]

) Drs. H.

Ors, A

T

N

MUNIF

W\
Q

[ [T

Drg

alalalls il

SU
hl RISNO, SH.
h ODIN, SH.
I /
FTAKAUL BILAL,SH

T
S.ABD. ROZAQ,MH.

r:- SYAHRIAL, SH.
.AHMAD FAIZSHMSL.

C3
D S — |
AL‘MAHDIY SHIMC4 AN ota
B G lhngeota _——
H. NANGIM,MH. C6
0
|

N %I&;I]SIN MUNTHOHAR 12—

oS SE’I‘IYANII\LG'_SE/Q——*”

W UL, S.Ag. /.__—-——-22-’-——"13

R L’;\RDI,SH

MoR PWAHYONO, SH.
- FARHUDIN, SH.

NOOR KHOLIL, MH.

LATIF I

WAGIO SAg,SH.

/2011.

o —KODL_|KETERANGAR

Panitera.
Wald] Paniters——
panmud. HUIA:—
panmud. CUE2ZZE—i
Permobonanl
ti

panmud

RA PENGGANTI
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LAPORAN MEDIASI
— TE B ﬁ%ﬂm A Fm_L_ NOMOR PERKARA / NAMA MEDIATOR / JENIS PERKARA /_G.,Bwrzowzw
JANUARI — 183 ~ = — # f ’ b
PEBRUARI [ 133 _ﬂ 1 ,.no%arono._e_u?ng ﬂca_ H. SUDARMAD! SH Woco_ﬂ WARIS / f
189 -

w,.,_w_w_.,mH _ 167 | 1 [228/Pat.G/2010/PA.Pbg  |Drs. AHMAD FAIZ,SH MS! \CERAI TALAQ \ A

MEL 200 | 1 [380/Pdt.G2010/PAPbg  [Hj. UDJI PRIHATI SH |GUGAT WARIS | 1\

JUNI 139 | - | \ \ \ 1\

JULI | 138 | - | | \ \ A\

AGUSTUS | 87 | 1 [1004/Pat.GI2010/PA.Pbg_|MUNIF WAGIO S Ag.SH _|CERAI GUGAT \ \

SEPTEMBER | 221 | 1 [1165/Pdt.Gr2010/PA.Pbg |Drs. H. NANGIMMH \EKONOM! SYARIAH | \

OKTOBER [ 184 { 1 [1189/Pat. GI2010/PA.Pbg |MUNIF WAGIO,S.AgSH |CERAI GUGAT | |

NOPEMBER | 186 | 3 —immﬁa.ongeg.nMAgcz,m WAGIO S.Ag.SH |CERAI TALAQ \ A\

[ | [1640/Pat G/2010/PAPbg |MUNIF WAGIO S.AQSH |CERAITALAQ | \
| | [1615/Pdt.GI2010/PA.Pbg |Drs.ALMAHDIY SH |CERAI GUGAT \

DESEMBER | 194 | 3 [1714/Pdt.Gl2010/PA.Pbg |MUNIF WAGIO,S AgSH |CERAI GUGAT {
[1788/Pdt.Gl2010/PA.Pbg_|Drs.ALMAHDIY SH |CERAI TALAQ
1608/Pdt.Gr2010/PA.Pbg |Drs ALMAHDIY,SH CERAI TALAQ

> ...Iw.r./
Purbalingga, 31'Deseppber 2010
Ketua Pengadilan Purbalingga
M.H




REKAPITULASI PERKARA PUTUS,PRODEO DAN MEDIASI TAHUN 2011
I. PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 2011

Pengadilan Agama Purbalingga | JAN T PEB | MARET] APRIL | MEI | JUNI | JULT [ AGUS | SEP | OKT | NOP | DES| JUMLAH \
[Diputus - dari 6 bulan 150 | 202 | 196 | 158 | \ 1 | \ \ \ \ \ 706 \
Diputus + dari 6 bulan 2 3 | 3 | 3 1 { \ \ \ \ \ \ \ 11 \
Jumiah 152 | 205 | 199 | 161 | \ \ \ \ | \ \ \ 17\
Il. PERKARA PRODEO

Pengadilan Agama Purbalingga

JAN | PEB |MARET] APRIL | MEI | JUNI | JULl | AGUS | SEP | OKT \
| | | | 1 \ \ \ \
Jumlah perkara prodeo 7 1 3 | \

NOP /omm ,ﬂ JUMLAR |
1

\
4 8 | | | \ 11 | 20 \
. PERKARA MEDIASI TAHUN 2011
Pengadilan Agama Purbalingga ] JAN | PEB |MARET| APRIL | MEI | JUNI | JULI [ AGUS | SEP | OKT | NOP | DES| JUMLAH \
Perkara yanq diterima 205 | 154 182_| 184 | [ | | | | \ \ 725 |
Perkara Yang dimediasi 40 25 29 22 | \ | \ | \ \ 118 \
Yang berhasil dimediasi 1 1 - - | L1 \ \ 2 \
W Yang tidak berhasil dimediasi 39 | 24 29 22 | | { 1 | { M4
Mengetahui Purbalingga, 29 Agril 2011
Ketua Pengad gama Purbalingga Panitera

. Drs. H\WO
. NIP. 195510

KHOLIL,M.H

Drs. N NTHOHAR
984031003 NIP : 19560221 199303 1 001




LAPORAN MEDIASI
zo, BULAN fl c_mm_m“ﬁw: —Mwmwmmw” ww%: >m~L, NOMOR PERKARA / NAMA MEDIATOR / JENIS PERKARA /zmamwwzorzw
1 [JANUARI | 205 | 1 [1891/Pdt.G/2010/PA.Pbg |Drs. SYAHRIAL SH \Cerai Talag \ -\
2 |PEBRUARI { 154 | A [1903/Pdt.G/2010/PA.Pbg |Drs. ALMAHDIY SH \Cerai Gugat \ \

3 |MARET | 182 | - | \ \ \ \
4 |APRIL | 154 | - | \ | \ \
5_[MEl , I 1 # I | \
5 |JUNI ﬁ # ﬂ , | \ \
7 {300l ﬂ , , | { | \
8 [AGUSTUS # | , | \ \ 1
9 [SEPTEMBER | | | \ ) \ \
10 |OKTOBER | | | | 1 \ —\
11 INOPEMBER , | | [ | | B
12 |DESEMBER | | | | | \ \
| ﬁ , # | \ \ \
| | | | | | | 1
| _ , | | )\ | R
[JUMLAR 1 555 | 2 | | [ | 1

Purbalingga, 29
Ketua Pengadil

- Drs. H. NOO
| NIP:195510701984031003

\

/,4 :
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EKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

JURUSAN SYARI’'AH

Alamat: JIn. A. Yani No. 40A purwokerto 53126
14636553 www.stainpurwokerto.ac.id

' Telp. 0281635624, 628250 Fax. 028

Purwokerto,2& April 2011
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JURUSAN SYARI'AH
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KEMENTERIAN AGAMA
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&5 Bt The Sharia Banking Training Center

SBTC YOGYAKARTA

CERTIFICATE

This is to certify that

Angaita Pety Intangart

Place, date of birth : Tegal, July 31,1988
Reg. No. 110.35.903

has successfully completed The Short Course on Sharia Banking conducted by The Sharia Banking Training Center
SBTC Career Center joining with Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri,
Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, and Bank BTN Syariah.
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AMERICAN ENGLISH COURSE

_ The Tnternational Test Center -
No. ZOO,fAf;‘C/XI/O‘)

Certificate of Achievement

This is to certify that
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ENGLISH ARABIC SPEAKING ASSOCIATI ION (EASA)
SEKOLAH ll\(.Gl AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
URW OI\LRIO

ks (u/ Aunulumw aan 11

PANITIA MEMB

I’urwokerto i

)um no. 40 a

'Si'k_" elarial '}\'umph

SERTIFIKAT

NOMOR : 0027k ASA-M T/11/2008

RTLATINREAAN

83

(¢

s

i
L

<

Dibertkan chada ;

—
——
pal

—

M

N
B
. Nama - hagoia 13! ty lnansant...
1 Tempat / Tanggal Lahir : T OllﬁlJU\\\qgg ...............
‘ Alamat . Kalikelong, F12 w. Pb9.
wj TRADinyatakan telah Berhasil mengikuti pcng,kdderan EASA MEIV.IBERz "
’Eé 5 INING (MT) yang d]selcnbbqral\an oleh Unit Kegiatan Ma]‘laSlSWf.‘IS(TAIN
L:ES' 2 v ’ SA)
>3 hasa ENGLISH ARABIC SPEAKING ASSOCIATION EA 8)
" 200
S PURWOKERTO pada hari 201 tanggal 16 FEPr2"
15 Februar! 2008

1331

Y

062632007

335569

Hnnioiuig

ME

embantu Ketua 11

353

%3

5 o .‘,‘ wf 'M'w, ” 1‘ r o
Mﬁm ([ - ) hﬁ - ¥ ;zﬁ};?)w%l,m.dh‘m‘%w “ﬂ tﬁiﬁﬁb‘@
Wmmamfémvs;zbifp‘“jﬁaauaaawwv |




P et P

~800TTETLLONIN .-

mEamM\ ey ga
¢ meIdBusy

0107 11dy g0 ‘oudnjommg
AIEVLIINIVIN ONVA HYTIVAS VASISVHYIA LNd 10O IVIADNAW VAVAN

“TVNOISFI0¥d NVA TVANVH DNVA NVSNI NVAVLAIONIW
W34 uobuap

0102 |dy GO (066uDy Dpod UDHOUDSHOP Bud A
TYNOI93Y JYNIWIS opuabo woop vILINVJ 106egeg

TEYSN¥LNI L1S] ¥ 1IBBNY

+ opoday uoyaqiqQ

010T /A1NS / VAS-{IN3H /£00 * ON

[ HEFMG... S

JLY R

95.!4 \.v&n F&;nw .t.s.w._ b.

cweNc aaeﬂ@&“ﬁvnggﬁfa&q TR e

. TS e e
%\ﬂ% NVSNN VMSISVRVIA JLLNNTSNA NVAVE

, TVNOIZIT FVNIEES VEZLIANVT




1
= -
am "
& \J "
o \
= X x..

. h R B RIS " - 20 \ Z R =3 b ar
g = : m Rk I.m .._lﬂw) i i T .Wn‘ g e é N hE
= R RRTL RV o B #, 8 e, Y b ONGT ¥
D\ mm\\ i ' mh R o nUf: // v qhw \p vk\
bty R SRR TR R R T e e T e e T

! B .N.,O ,\\
MYAOWALIM 1S YINZA NAARI™G~

o NFEF{a
L nyesBusy
OLE3IHNOMNMANI
(NIVLS) id393N NWVISI VAVOVY ID99DNIL HY 1OA2S

(VINIQ) VMSISYHYIN ATLOMASTE NV MAA

Aagy sonfupaly, up sniy, so); nlmapg DSISTYDY, UIDADPIIGUAE)
600 18qwa)dag §7-87 "BSeI8S-UIUaS Uep snisnBy 62-9¢ ,sﬁmw-émm
NYYMSISYHVIIN NG WINIAYYY NYTYNIONId ISYININO

VANONVH NVIVYQ

(00) vuvsyvjag masung

. lebeqgag

WW@%\

UDSDUSUT 17ST V)

NVVMSISYHVYINIM Nvd

m

m HAINIAVIY NYITVYNIONIJ Jepedey; uexaqic
/! ISVINIIHO .
ﬁ SO L = TN T OISV O N Ca/E0 L~ O )




Q0¢ .55?5%92 | OTSE=T

cariszjoming NIV.LS P WOON aaquiasay 1T
ﬁdm.ﬂw%m AHH\/HEU uesninf emsiseyeIAl weundurt
ﬁm%ﬁmﬁ&w%ﬁunﬁ RQ wenIPu3d uswisiedaCy

:44..mk Dfiss mnw gadwﬁwu

\GEA:%.QC;Q e N.:wue::«N
UDIIOAS HURE §3 '8 OIS Il

SN TV

Hunfi TuDsU ﬁﬂVJFWC.w.nm,wsmgu
. , ‘ Jhs

o

ELIeNS 111 md./mu_ i

Eesed) [EEeeRS

enbbuy
ppedoy ueLoaQ

QOOT 1IN ARASHICT I/ SO TON

(s bl R = OLIDOMNIN ] O+ ON uaex v & 5 Bl | ENNBWMWNQNEQM NMNQEQ\.H -mﬁo

e OlENOMTNd (NIVIS) RITOIN WVIST VIVOV EDONIL HVIONIS

& rre
Tok FEIE VIevAS (PHED) NV VASISVEVI NVNACHI
IVICTVA S LVINICT VZZINVET




sty Tepa ouaRomINg Z@W T s
eniuRd BNy - SV dIWH syl ‘...\ 111 ey Bq@ﬁ%m\\

ouYomIng NIV IS 1P 6007 W 1€-0¢ [e83ue ] eped
. UDYDLAISYYDASSNIDMYY /-3Y WD]DP DMSISDYDJA 1suiaduioy] 1SuS bRy,
T BWRY uedud(

NBNIGRYH A NBLTDSNOY 1d

L URIRIBY ume(q

R1Yasad

IVOVEES

[JBSNRLAL LLSL RLIDDND

+YAV4dEy NYAI¥EEIdA
6002/A/SV dWH/H!QUD]/{0 : JoWoN

LIVAUILL/UIS

£sc9g9 {1820) otoonnm NIVAS 29T ‘W31 ‘PD VO ON U84 Y “IP" : JBHeioniog

-rh.—._ e

o .t.lv.ﬁiE B TPATSES b e L RS




—-— 9102€9290 "WIN 200 1 ©09861 Amirormm.v\\\,._mngwwﬁwﬂ
mmommmm(o = UeretTuIny TISR ‘wnl RO qQIter W mﬂ\w‘ﬂ.ﬂ:f G

(o] Sy

01I9¥0oMINd NIYLS WAAQ uspisaig fo1Is%oMING NIVLS TIT sa. "

6002 Ioqueseq €1 'o3ISoming

0T0Z-6002 OINIMIOMEINd IWIDEN WYISI VYWVOW IDONIL HWYIOAES
(TREd) YMSISYHWYW ATIONISHAE NYMEQ

INIEODEN WYITYA NINILYY4AEA
.u&%%.sm. buvh z.&ﬁss@ :&&Sz@.
(TOAMIA) MILITOd NUMIAIANId NVA (Md) YMSISYHUVA NUNIAWIWEAEY NYHILVIEG
ueleiday] weredq

V.LYdSHd

Tebeqges
TYVS NV.LNI ALSI VLIDONYV
epedey ueytieqiq
GO0UIIX/VINAA-THOVAdIW/INIJ ued/ 01 : ON

~={ IVSIIJILLY3S |

T £950£0.1920 Yo dioL OZ1ES olayorung v-0F UL ' (I ‘OLoYOMINd NIV.LS [ [EIUE] Y] BUNpaD JBLEIaDeS
J@QV:Q OLIFYOMINT IdFODIN WVYISI VAVYOV IS9NIL HYIOMAS

MNQ (CIWEHO) VMSISVHEHYW .IIT.LAMESMT NYMIJd

%y E (TOITJITTAa) MHMILZITTOT NVYMHITTTINTIT NETT
Aq.u..Huﬁ..u,ﬂb QEMHWEEHNQHENQEH&ENNNN&HE




100} 10S00T¥ZTLSL6Y "dIN
SY'W ‘tpemie

enitued

0107 Lenuep /7 ‘OMaj0oMINg

0107 Lienuer /7 1e88ue) eped ouayoming (NIVLS)
L1253 We)|s| wesy 185uL] URionas U LA uesnung URALUSUNRAS-TY RMUY LPMS WRIB01d
U210 ueyR1e83uaastp Bueh  Ue|lWRAS-Y URQRINEW-1Y wie 15014 sewndy,, AouSHIOM
eieoe eped v11asad 1eBeqas rAutsedisiyied seiy

VT

¥
X

LAY g

B

Mis
{

SR
T\

LesuRIU| 11| e118suyY 0VOT/¥0/SWYM URd [eAS"f \mm.sm.. "ON

- epeday uemuaqiq %%

i poale

CHIVIITINVAS- TV HVEVIIVINGTV WVIDOAd ISVITTdV.. dOHSAHYOM VILINVd

HV. IJHdVAS NVSOQANC
TAAODAN WVISI VIANVOV IDONIL HVTOMAS

VIANVOV NIIWA LI VAU




209482051 dIN 698¢5205L diIN
-@(-: h._.:vh-‘-m -@(.E E »

—

piu) v3aY
8002 aaquardas g| ‘ouayjoming

YuivAg uoSHIY
myvIsbuayy

opayoming NIYLS walopuy 1Q
8007 10quardag ¢| |vbbuvy vpod euajomitg (NIVLS) luaba wivjs| ewwby 10ouI} Yojoyes
it Bosuu] yajo uvypivbbuaasip buvh a0ydutoy 1hvg noy uowuYnY isiaponuoy, |LUOISOY Mvuiweg woje(

Yial3dsS3d
:1vbvgas vhusodisiund svly

2 3 E515 U Ny
:upuday ueylagi

Py

Pr-oo oM} oMmInd-Ule}S Mmmm :aBedawol wos ooyeADimdule}s YeLieAs jiews
£6S9€9 Xed pZ99£9-1820 "d[3L ouayomind Y 0F "ON IUeA 'Y "PUaf ir

OLYTIOMYNd NIVIS HVTHVIS VVSNIS

siGLANUON IOV LLVIY NVINAMNAS [SHZACYINOY,

o)




~ . oummmTEN - CHEEEOT
© ONTBMSIEALLL SBWlt@uiwgs || 0 QRUESEI (T
by

nTUR BRI |

8007 1RquIadag (¢ ‘0rraoMINg

o11230MINg NIV LS WHLONpNY 1P 30Qg quiandag g7, "p's 1 [essue eped
UEB[BWENA [PNIS WRIS01J eMSISRYR]N Urunduit]] 310 ueyeredduaiastp 3uek

[ Jrroreaforgt vl wmvrevyv)y minvaly yenyenewg wep g weyeQ, wpneS bwol), apvging weypningg
BUI9) UBSUSP SUTUNY qeiry] UBHIPTPUL J urere(]

VILINYd

. re8eqoas eAuisedisnred seye

TMYRIRBUIN

LIeQ Uejuf 5T elibbuyy
: epeday UBYLIAQIP

OZLES OIDHOMING ESSOED "XC HPZOGED-LBZ0 ~“JISL VO ON IUEL v O 7~




L2

P D Ry I RS S |

W a8k o bR )
Rt T 8 S A BT Ll e g @
pil ch i 4 reshd i R G 4

800TTETLO .JI%’%EE

VAW 1Q0Hg
i Zd.ZD&I_I

:

enimued emy

OLIIHOMING NIV 1S T1] BTy mirequus g

TR BUIIN
600T 11BN §T "o oMmIn ]

€ Tejue] 3esnd ' Opo TP H Q0EVT ITUNY Tn.Ided 10 / 6002 ISIEW 8Z
yeteweny Tpnis weaboag emstseyer ueundwuty
uebutaep 3 Tse)yOAPY Uswealxedsg

LR EL UD)IPDIY UDP UDSDGIGaY] DADIUY DISOS YDAJUOY]

e e et D b e e ol

Pt

[enp{a(aIu] ureAeyY Sy Yo
DIVH
INONH AOHSHOM
RIROY weteq
V1d35dd ¥ VILINVd

Tebegss eAutsedistiaed seae

TIesuejul A3sI eltbbuy

B, 5 I ' ) - o

- 4
oty et ¢ b g by ot e g

epedsy ueYTI®gI(

B 7 T . T T T B s i S

DB T HIDDDS

Q< OLIDNOAIN g V-~ OfF "'ON 1uey v Jr & E UBEMSISEUILII N PoeqIUuay PO - AELIG] 228
- OL2 TSI O/ TT
B —— AL ZAE Co L o A 2 B2 2 T




